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INTISARI 
Kurniawan Akbar, Nomor Induk E12110264, Program Studi Ilmu 
Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin, 
Menyusun Skripsi dengan judul “Implementasi Kebijakan Tata Ruang 
Tentang Kawasan Pendidikan Tinggi Terpadu di Kota Makassar”. Dibawah 
bimbingan Dr. H. Andi Samsu Alam, M.Si sebagai pembimbing I dan Dr. 
A.M Rusli, M.Si sebagai pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis 
implementasi kebijakan tata ruang tentang kawasan pendidikan tinggi 
terpadu di kecamatan tamalanrea, kota Makassar dan faktor-faktor apasaja 
yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Teknik analisis secara 
kualitatif yaitu analisis data berdasarkan kata-kata yang disusun dalam 
bentuk teks yang diperluas. Data yang dianalisis adalah data dari situasi-
situasi atau peristiwa yang terjadi dilapangan dan juga didukung dengan 
bantuan data primer yang berasal dari hasil wawancara, pertanyaan-
pertanyaan, tanggapan-tanggapan dari para infonforman dan studi 
kepustakaan berdasarkan indikator-indikator yang ditentukan dalam 
penelitian. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah  telah 
mengeluarkan kebijakan dalam bentuk peraturan daerah kota Makassar 
nomor 6 tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Kota Makassar 2005-2015 
untuk membagi kota Makassar kebeberapa kawasan. Terkhusus kawasan 
pendidikan tinggi terpadu di kecamatan tamalanrea kota Makassar dalam 
proses pengimplementasiannya tidak dapat terealisasi dengan baik. Hal ini 
disebabkan karena tidak adanya program khusus yang dibuat oleh 
pemerintah dalam mewujudkan kawasan pendidikan tinggi  sesuai tujuan 
yang ada. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi didalam 
mengimplementasikan kawasan pendidikan tinggi terpadu yaitu pahaman 
implementor, kurangnya pengawasan, ketidak mampuan pemerintah 
mengontrol pihak swasta, koodinasi antara institusi, dan terakhir faktor  
zonasi yang bertujuan untuk mempermudah proses pengimplementasian 
kawasan-kawasan yang telah di rencanakan. 
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ABSTRACT 
 
Kurniawan Akbar, ID Number E12110264, Governance Studies 
Program, Faculty of Social and Political Science, University of Hasanuddin, 
Making thesis with the title "Implementation of Spatial Policy About Higher 
Education Region Integrated in Makassar". Under the guidance of Dr. H. 
Andi Samsu Alam, M.Si as supervisor I and Dr. A.M Rusli, M.Si as 
supervisor II. 
This study aims to identify and analyze the implementation of spatial 
policy on integrated regional higher education in the district Tamalanrea, 
Makassar and factors affecting anything what the policy implementation. 
Qualitative analysis technique that analyzes data based on words that are 
arranged in the form of expanded text. The analyzed data is the data of 
circumstances or events that occur in the field and is also supported with the 
help of primary data derived from interviews, the questions, the responses of 
the infonforman and literature study based on the indicators specified in the 
study. 
Based on the results of the study indicate that the government has 
issued a policy in the form of local regulations Makassar No. 6 of 2006 on 
Spatial Planning from 2005 to 2015 to split Makassar Makassar to several 
regions. Especially the area of higher education integrated in the district 
Tamalanrea Makassar city in the process of implementation can not be 
realized well. This is due to the absence of a special program created by the 
government in achieving higher education area corresponding existing goals. 
The factors that affect the region in implementing the unified higher education 
implementor unfamiliarity, lack of supervision, the government's inability to 
control the private sector, coordination between institutions, and the last 
factor zoning which aims to simplify the implementation process areas that 
had been planned. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang Penelitian  
Perkembangan masyarakat yang ada di dunia tumbuh dengan pesat 
dari waktu ke waktu. Jumlah penduduk di suatu negara yang terus meningkat 
akan menuntut pemerintah negaranya untuk selalu siap memenuhi segala 
sarana dan pemenuhan hidup rakyatnya baik yang di pedesaan maupun 
perkotaan. Pertumbuhan penduduk yang pesat memberikan implikasi pada 
tingginya tekanan terhadap pemanfaatan ruang terkait semakin sempitnya 
ruang untuk bergerak. 
 Indonesia juga telah mencanangkan bahwa pembangunan nasional 
dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan 
berlanjut. Suatu tata lingkungan yang dinamis tetap memelihara kelestarian 
kemampuan lingkungan hidup sesuai dengan pembangunan berwawasan 
lingkungan yang berlandaskan pada Wawasan Nusantara dan Ketahanan 
Nasional  yang ada dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang. 
Kota merupakan pusat konsentrasi permukiman dan aktivitas 
penduduk. Sebagai tempat konsentrasi penduduk, maka kota menjadi pusat 
inovasi kehidupan perkotaan. Kota berperan penting dan sangat dominan 
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dalam penghidupan dan kehidupan warganya, dalam berbagai kegiatan 
ekonomi, sosial, politik dan tatanan budayanya. makin besar suatu kota, 
makin besar pula permasalahan perkotaan yang dihadapinya. 
Kota sebagai jantung perekonomian nasional memiliki peran yang 
sangat besar bagi pembangunan.Kontribusinya adalah terhadap pemenuhan 
kebutuhan hidup dasar bagi warganya; pangan, sandang, kesehatan, dan 
pendidikan. Dalam memenuhi kebutuhan dasar itu, perlu penataan ruang dan 
wilayah perkotaan. Penataan ruang dan wilayah itu menjadi masalah umum 
yang terjadi di banyak kota besar dan metropolitan. Permasalahan tata 
ruang, tidak saja karena kota sejak awal telah dibangun dan bertumbuh 
secara alami, akan tetapi perkembangan kota yang mengalami pertumbuhan 
pesat, sering lebih cepat dari konsep tata ruang yang diundangkan karena 
cepatnya laju pembangunan di perkotaan.  
Pengaturan pemanfaatan ruang merupakan salah satu kewenangan 
pemerintah, mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah. Oleh karena itu, 
dalam proses pengaturan dan pemanfaatan ruang kota harus dilaksanakan 
secara bersama-sama, terpadu dan menyeluruh, dalam upaya mencapai 
tujuan pembangunan. seperti yang diamanahkan  dalam Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dalam 
Pasal 1 ayat (9) yang menyatakan bahwa: “Pengaturan Penataan Ruang 
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adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah 
daerah,dan masyarakat dalam penataan ruang.” 
  Makassar, dalam sejarah perkembangannya, telah menjadi salah satu 
kota besar di Indonesia. Kota Makassar, termasuk semua penduduknya, 
membutuhkan pengaturan tata ruang dan wilayah yang berkeadilan. Agar 
kebutuhan dasar semua warga terpenuhi. Salah satu strategi pengembangan 
Kota Makassar adalah pendekatan penyediaan fasilitas dan utilitas. Fasilitas 
dan utilitas yang dimaksud menyangkut segi sosial, ekonomi dan budaya, 
penyediaannya sesuai dengan kebutuhan serta fungsi yang direncanakan. 
Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan campur tangan kebijaksanaan 
pemerintah Kota Makassar di dalam penempatan yang spesifik pada 
kawasan tertentu, untuk mengarahkan perkembangan fisik kota sesuai 
dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) disamping 
menyesuaikan kecenderungan-kecenderungan yang ada. 
Pola pemanfaatan ruang kota  Makassar pada dasarnya telah diatur 
dalam dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tahun 2001 
dalam  9 (sembilan) bagian wilayah kota dengan pembagian fungsi, yaitu 
fungsi utama dan fungsi penunjang. Kemudian diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kota Makassar 2005-2015. Tetapi, dalam implementasi 
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pemanfaatan ruangnya banyak terjadi pergeseran peran dan fungsi dari 
pemanfaatan ruangnya dan menyimpang dari seharusnya, seperti yang diatur 
dalam peraturan daerah tersebut. Pergeseran itu, salah satunya, terjadi 
dalam hal pengaturan tata ruang dan wilayah untuk kawasan pendidikan. 
Dalam Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2006 merencanakan 
kawasan pengembangan terpadu yang terdiri atas : 
1. Kawasan Pusat Kota, yang berada pada bagian tengah Barat dan Selatan 
Kota mencakup wilayah Kecamatan Wajo, Bontoala, Ujung Pandang, 
Mariso, Makassar, Ujung Tanah dan Tamalate; 
2. Kawasan Permukiman Terpadu, yang berada pada bagian tengah pusat 
dan Timur Kota, mencakup wilayah Kecamatan Manggala, Panakukang, 
Rappocini dan Tamalate; 
3. Kawasan Pelabuhan Terpadu, yang berada pada bagian tengah Barat dan 
Utara Kota, mencakup wilayah Kecamatan Ujung Tanah dan Wajo; 
4. Kawasan Bandara Terpadu, yang berada pada bagian tengah Timur Kota, 
mencakup wilayah Kecamatan Biringkanaya dan Tamalanrea; 
5. Kawasan Maritim Terpadu, yang berada pada bagian Utara Kota, 
mencakup wilayah Kecamatan Tamalanrea; 
6. Kawasan Industri Terpadu, yang berada pada bagian tengah Timur Kota, 
mencakup wilayah Kecamatan Tamalanrea dan Biringkanaya; 
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7. Kawasan Pergudangan Terpadu, yang berada pada bagian Utara Kota, 
mencakup wilayah Kecamatan Tamalanrea, Biringkanaya dan Tallo; 
8. Kawasan Pendidikan Tinggi Terpadu, yang berada pada bagian tengah 
Timur Kota, mencakup wilayah Kecamatan Panakukang, Tamalanrea dan 
Tallo; 
9. Kawasan Penelitian Terpadu, yang berada pada bagian tengah Timur 
Kota, mencakup wilayah Kecamatan Tallo;  
10. Kawasan Budaya Terpadu, yang berada pada bagian Selatan Kota, 
mencakup wilayah Kecamatan Tamalate; 
11. Kawasan Olahraga Terpadu, yang berada pada bagian Selatan Kota, 
mencakup wilayah Kecamatan Tamalate; 
12. Kawasan Bisnis dan Pariwisata Terpadu, yang berada pada bagian 
tengah Barat Kota, mencakup wilayah Kecamatan Tamalate; 
13. Kawasan Bisnis Global Terpadu, yang berada pada bagian tengah Barat 
Kota, mencakup wilayah Kecamatan Mariso. 
Implementasi rencana tata ruang yang diatur dalam Peraturan Daerah 
Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota 
Makassar khususnya pengaturan tata ruang dan wilayah untuk  kawasan 
pendidikan tinggi terpadu Kota Makassar. Seperti yang dijelaskan dalam 
peraturan daerah tersebut, kawasan pendidikan tinggi terpadu adalah 
kawasan tinggi yang diarahkan dan diperuntukkan sebagai kawasan dengan 
pemusatan dan pengembangan berbagai kegiatan pendidikan tinggi yang 
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dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan penunjang yang lengkap dan saling 
bersinergi dalam satu sistem ruang yang solid.  
Dalam konteks empiris yakni implementasi rencana tata ruang di 
kawasan pendidikan tinggi terpadu Kota Makassar saat ini cenderung 
mengarah pada ketidaksesuaian pelaksanaan rencana tata ruang. Pada 
lokasi tersebut dalam beberapa tahun terakhir yakni sejak tahun 2005 hingga 
tahun 2014 semakin mengalami pengaruh ekspansi oleh fungsi kegiatan 
yang lain dalam hal ini berupa kegiatan komersil.  
Awalnya wilayah studi didominasi oleh ruang fungsi pendidikan, tetapi 
dalam perkembangannya ternyata semakin marak pemanfaatan ruang fungsi 
perdagangan di kawasan tersebut. Hal tersebut dikhawatirkan dapat 
mengakibatkan terjadinya penyimpangan pelaksanaan rencana tata ruang 
melalui pemanfaatan fungsi ruang komersil yang cukup signifikan di kawasan 
pendidikan tinggi terpadu Kota Makassar.  
Penetapan kawasan pendidikan tersebut telah diatur dalam Peraturan 
Daerah Kota Makassar Nomor 6 tahun 2006 dan RTRW Kota Makassar 
tahun 2005–2015 bahwa Kawasan Pendidikan Tinggi Terpadu yang berada 
pada bagian tengah timur kota, mencakup wilayah Kecamatan Panakukang, 
Tamalanrea dan Biringkanaya ditetapkan sebagai kawasan pendidikan tinggi 
terpadu. Kondisi seperti ini bisa jadi disebabkan pengaruh dari pertumbuhan 
ekonomi Kota Makassar yang meningkat tiap tahunnya sebagai akibat dari 
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iklim usaha yang semakin baik dan lemahnya penegakan aturan oleh 
pemerintah dalam pengaturan tata ruang kota. 
Memperhatikan isi Peraturan Daerah  nomor 6 tahun 2006 tentang 
Rencana tata ruang wilayah kota Makassar 2005-2015 , tumbuhnya tempat-
tempat hiburan dan pusat perbelanjaan menjadi kontradiksi di wilayah 
Kecamatan Tamalanrea. Sementara di dalam Peraturan Daerah Kecamatan 
Tamalanrea merupakan Kawasan Pendidikan Tinggi Terpadu. Berdasarkan 
uraian tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul 
“Implementasi Kebijakan Tata Ruang Tentang Kawasan Pendidikan 
Tinggi Terpadu di Kota Makassar” 
1.2. Rumusan Masalah 
1.   Bagaimana implementasi kebijakan tata ruang tentang kawasan 
pendidikan tinggi terpadu di Kecamatan Tamalanrea, Kota 
Makassar? 
2.  Faktor-Faktor apa yang mempengaruhi implementasi kebijakan 
tata ruang tentang kawasan pendidikan tinggi terpadu di 
Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar? 
1.3. Tujuan Penelitian 
 Mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan 
tata ruang tentang kawasan pendidikan tinggi terpadu di 
Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar. 
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor–faktor apa yang 
mempengaruhi implementasi kebijakan tata ruang tentang 
kawasan pendidikan tinggi terpadu di Kecamatan Tamalanrea, 
Kota Makassar. 
1.4.  Manfaat Penelitian 
 Manfaat penilitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
kontribusi terhadap pengembangan ilmu pemerintahan, 
khususnya yang berkaitan dengan kajian penataan ruang 
kawasan pendidikan tinggi terpadu.  
2. Manfaat praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan jadi bahan 
evaluasi pemerintah dalam mengimplementasikan kawasan 
pendidikan tinggi terpadu dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kota Makassar. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang teori-teori yang digunakan 
dalam penelitian untuk menjelaskan masalah penelitian sekaligus juga 
menjadi landasan teori dalam penelitian. Bagian ini diuraikan mengenai 
konsep implementasi kebijakan. 
2.1. Tinjauan tentang kota 
Kota sebagai tempat interelasi antar manusia dan manusia dengan 
lingkungannya mengakibatkan terciptanya keteraturan pada penggunaan 
lahan. Didalamnya terjadi kegiatan ekonomi, pemerintahan, politik dan sosial 
yang mendorong perkembangan di segala bidang seperti pembangunan fisik 
kota, yaitu bangunan-bangunan yang mempunyai fungsi tertentu dan juga 
pembangunan manusianya yang tinggal di kota maupun yang beraktifitas 
dengan keahlian maupun kemakmuran. P.J.M. Nas mengemukakan: 
“Kota adalah suatu peradaban ciptaan umat manusia. 
kota sebagai hasil dari peradaban lahir dari pedesaan 
tetapi kota berbeda dengan pedesaan, pedesaan 
sebagai daerah yang melindungi kota.”1 
Kota berperan penting dan sangat dominan dalam penghidupan dan 
kehidupan warganya, dalam berbagai kegiatan ekonomi, sosial, politik dan 
                                                             
1 P.J.M. Nas, 1979, Kota di Dunia Ketiga: Pengantar Sosiologi Kota, Jakarta, Bhatara Karya Aksara, 
halaman 28. 
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tatanan budayanya. makin besar suatu kota, makin besar pula permasalahan 
perkotaan yang dihadapinya, Jayadinata (1999), mengemukakan: 
 “Kota adalah suatu wilayah yang dicirikan oleh adanya 
prasarana perkotaan seperti bangunan, rumah sakit, 
pendidikan, pasar, industri dan lain sebagainya, beserta 
alun-alun yang luas dan jalanan beraspal yang diisi oleh 
padatnya kendaraan bermotor. Dari segi fisik, suatu kota 
banyak dipengaruhi oleh struktur-struktur buatan 
manusia (artificial), misalnya pola jalan, landmark, 
bangunan-bangunan permanen dan monumental, utilitas, 
pertamanan dan lalu lintas (traffic).”2 
 
Perkembangan kota dan perkotaan yang pesat menuntut pengelolaan 
fungsi kota yang lebih baik karena semakin berkembang suatu kota dan 
perkotaan maka unsur-unsur pembentuknya pun akan semakin kompleks 
pula. Pada dasarnya pengelolaan kota dititikberatkan pada tinjauan terhadap 
penataan ruang yang ada mulai dari penyiapan rencana induk kota sampai 
dengan penyiapan rencana unsur kota yang ditinjau dari fungsinya.  
Amos Rapoport dalam Zahnd (1999) mendefenisikan Kota dengan 
fungsinya: 
 “Sebagai pusat dari berbagai aktifitas seperti pusat 
administratif pemerintahan, pusat militer, keagamaan dan 
pusat aktifitas intelektual dalam satu kelembagaan. 
Disinggung pula mengenai heterogenitas dan 
pembedaan yang bersifat hirarkis pada masyarakatnya.”3 
 
                                                             
2 T. Johara jayadinata, 1999, Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan, dan 
Wilayah, Institut Teknologi Bandung, halaman 124. 
3 Markus Zahnd, 1999, Rancangan Kota Secara Terpadu: Teori Perancangan Kota dan Penerapannya, 
Semarang, Kanisius, halaman 4. 
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2.2. Tinjauan Rencana Tata Ruang Wilayah 
Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan wujud struktural dan 
pola pemanfaatan ruang. Yang dimaksud dengan wujud struktural 
pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk lingkungan 
sosial dan lingkungan buatan yang secara struktural berhubungan satu 
dengan lainnya membentuk tata ruang; diantaranya meliputi pusat pelayanan 
seperti pusat kota, lingkungan; prasarana jalan seperti jalan arteri, kolektor, 
lokal dan sebagainya. Sementara pola pemanfaatan ruang adalah bentuk 
pemanfaatan ruang yang menggambarkan ukuran fungsi, serta karakter 
kegiatan manusia dan atau kegiatan alam; diantaranya meliputi pola lokasi, 
sebaran permukiman, tempat kerja, industri, dan pertanian, serta pola 
penggunaan tanah perdesaan dan perkotaan. 
Pengaturan dan pemanfaatan ruang merupakan salah satu 
kewenangan dari pemerintah, mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah. 
proses pengaturan dan pemanfaatan ruang ini dilaksanakan secara bersama-
sama, terpadu dan menyeluruh,dalam upaya mencapai tujuan 
pembangunan,sesuai amanah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 
tentang Penataan Ruang pada Bab II Pasal 2 yang menyatakan bahwa 
penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas: 
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1. Keterpaduan, 
2. Keserasian, keselarasan, dan kesinambungan, 
3. Keberlanjutan. 
4. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, 
5. Keterbukaan, 
6. Kebersamaan dan kemitraan, 
7. Perlindungan kepentingan umum. 
8. Kepastian hukum dan keadilan. 
9. Akuntabilitas. 
 Menurut Daud Silalahi, yang mengemukakan bahwa :  
“Rencana tata ruang wilayah merupakan suatu pengertian 
yang secara eksplisit tersirat cakupan yang luas mengandung 
arti bahwa:  
1. Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari 
seluruh rakyat  Indonesia yang bersatu sebagai bangsa 
Indonesia.  
2. Seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan 
alam yang terkandung didalamnya sebagai karunia 
Tuhan Yang Maha Esa merupakan kekayaan nasional 
3. Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta 
ruang angkasa termasuk bagian hubungan yang bersifat 
abadi.  
4. Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi 
termasuk pula tubuh bumi dibawahnya serta yang berada 
dibawah air. 
5. Dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman 
maupun laut wilayah  Indonesia. 
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6. Yang dimaksud dengan ruang angkasa ialah ruang di 
atas bumi dan air adalah yang berada didalam bumi.”4 
Keenam poin tersebut di atas secara tersirat mengandung pemaknaan 
terhadap ruang suatu wilayah yang perlu ditata khususnya yang berkaitan 
dengan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan yang terdapat dalam 
suatu wilayah. 
Solihin memberikan pengertian rencana tata ruang wilayah adalah: 
“Mengatur, mengelolah, menangani, mempotensikan 
segala hal yang ada di atas bumi, air dan ruang angkasa 
untuk digunakan bagi kesejahteraan manusia yang tinggal 
dalam ruang tersebut untuk memenuhi kepentingannya 
sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang mengatur 
penggunaan ruang.”5 
 
Dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah berdasarkan konsideran, memberikan pengertian bahwa:  
“Rencana tata ruang wilayah adalah suatu tindakan dalam 
mengelola dan menata suatu ruangan berdasarkan 
pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam yang 
beraneka ragam di dataran, di lautan dan di udara, yang 
perlu dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dalam 
pola pembangunan berkelanjutan dengan mengembangkan 
tata ruang dalam satu kesatuan tata lingkungan yang 
dinamis serta tetap terpeliharanya kelestarian kemampuan 
lingkungan hidup sesuai dengan pembangunan 
berwawasan lingkungan, yang menjadikan rencana tata 
ruang wilayah menjadi penting dan utama, sehingga 
                                                             
4 Daud Silalahi, 2001, Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, 
Bandung, P.T. Alumni, halaman 97. 
5 Solihin Abdullah Wahab, 1991, Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi 
Kebijaksanaan Negara, Jakarta, Bina Aksara, halaman 18. 
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diberikan adanya pengertian yang dapat dibedakan 
menurut peraturan daerah pengertian ruang, tata ruang, 
rencana tata ruang wilayah, rencana tata ruang dan 
wilayah.”6 
Penjelasan uraian tersebut di atas maka dapat dibedakan pengertian 
yang memberikan keutuhan atas pengertian rencana tata ruang wilayah yang 
dikemukakan oleh Sadli Samad sebagai berikut:  
1) Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang 
lautan dan makhluk lainnya hidup dan melakukan 
kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya; 
2) tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan 
ruang baik direncanakan maupun tidak; 
3) rencana tata ruang wilayah adalah proses perencanaan 
tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian 
pemanfaatan ruang,  
4) rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang, 
dan  
5) wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan 
geografis beserta segenap unsur terkait padanya ruang 
batas dan sistem ditentukan berdasarkan aspek 
administrasi dan atau aspek fungsional.7 
 
Sugianto juga menyatakan bahwa pengertian perencanaan rencana 
tata ruang wilayah mencakup:  
“Perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang, yang 
meliputi tata guna tanah, tata guna udara dan ruang 
angkasa dan tata guna sumber daya alam lainnya yang 
disesuaikan dengan fungsi pertahanan keamanan 
subsistem perencanaan tata ruang, tata cara 
                                                             
6 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 
Makassar Tahun 2005-2015 
7 Sadli Samad, 2003, Hukum Rencana Tata Ruang Wilayah, Jakarta, Penerbit Gramedia Pustaka, 
halaman 42. 
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penyusunannya dengan peraturan perundang-undangan 
yang mengatur bentuk-bentuk perencanaan rencana tata 
ruang wilayah.”8 
Tinjauan rencana tata ruang wilayah yang terencana sangat 
komperatif dengan pemanfaatan ruang yang dikembangkan. Menurut 
Sugianto pemanfaatan ruang memberikan eksis pemaknaan mengenai:  
a) pola pengelolaan tata guna tanah, tata guna air, tata 
guna udara dan tata guna sumber lainnya sesuai 
dengan asas rencana tata ruang wilayah. 
b) segala ketentuan mengenai pola pengelolaan tata guna, 
tata guna air, tata guna udara dan tata guna lainnya 
harus diatur oleh negara dan direalisasikan sesuai 
dengan peraturan pemerintah.9 
 
Berarti pemanfaatan suatu rencana tata ruang wilayah juga berkaitan 
dengan bentuk-bentuk pengendalian atau pengawasan terhadap ruangan 
yang telah direncanakan sesuai dengan bentuk pengendaliannya yaitu 
melakukan berbagai bentuk aplikasi pengawasan. Hermawan Sumantri 
menjelaskan bahwa:  
“Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dalam 
penataan diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, 
pemantauan dan evaluasi. Demikian pula setiap bentuk 
pengawasan seyogyanya dilakukan tindakan penertiban 
terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan 
rencana tata ruang diselenggarakan dalam bentuk 
pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan –
undangan yang berlaku dengan memperhatikan rencana 
tata ruang yang dibedakan tata ruang wilayah nasional, tata 
                                                             
8Sugianto, 2004,Teori-Teori Hukum Tata Ruang, Jakarta, Penerbit Rajawali Press, halaman 82. 
9 Ibid, halaman 85. 
16 
 
 
 
ruang wilayah propinsi daerah, tata ruang wilayah 
kabupaten/kecamatan.”10 
 
Bentuk kongkrit dari suatu rencana tata ruang wilayah dalam suatu 
peraturan mengenai rancangan tata ruang, maka dapat dipahami bentuk – 
bentuk rencana tersebut berdasarkan penetapan tata ruang wilayah yang 
memiliki strategi dan arah kebijakan pemanfaatan ruang wilayah negara 
meliputi:  
a) Tujuan nasional dari pemanfaatan ruang untuk pemanfaatan untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan. 
b) Struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah nasional  
c) Kriteria dan pola pengelolaan kawasan lindung, kawasan budidaya dan 
kawasan tertentu.  
Demikian pula dengan ketentuan tata ruang wilayah nasional berisi:  
a) Penetapan kawasan lindung, kawasan budi daya dan kawasan tertentu 
yang ditetapkan secara nasional  
b) Norma dan kriteria pemanfaatan ruang  
c) Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang. 
Sedangkan rencana tata ruang nasional yang menjadi pedoman untuk 
melakukan rencana tata ruang wilayah adalah mempertimbangkan 
berdasarkan ketentuan: 
                                                             
10Hermawan Sumantri, 2004,Hukum Tata Ruang Perkotaan, Bandung, P.T. Alumni, halaman 48. 
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a. Perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah nasional.  
b. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan 
antar wilayah serta keserasian antar sektor,  
c. Pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan atau 
masyarakat.  
d. Rencana tata ruang wilayah propinsi daerah tingkat I dan wilayah 
kabupaten/Kotamadya daerah tingkat II. 
Berdasarkan uraian di atas maka penilaian mengenai suatu rencana 
tata ruang dalam implementasi rencana tata ruang wilayah bagi suatu 
wilayah propinsi, akan mengacu kepada tinjauan yang berisi tentang : 
a) Arahan pengolahan kawasan lindung dan kawasan budi daya,  
b) Arahan pengelolaan kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, dan 
kawasan-kawasan tertentu,  
c) Arahan pengembangan kawasan permukiman, kehutanan, pertanian, 
pertambangan, perindustrian, budaya terpadu dan kawasan lainnya 
d) Arahan pengembangan sistem pusat permukiman pedesaan dan 
perkotaan. 
e) Arahan pengembangan sistem prasarana transportasi, telekomunikasi, 
energi, pengairan dan prasarana pengelolaan lingkungan,  
f) Arahan pengembangan kawasan yang diprioritaskan  
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g) Arahan kebijaksanaan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, 
dan tata guna sumber alam lainnya, serta memperhatikan keterpaduan 
dengan sumber daya manusia dan sumber daya buatan. 
Menurut Tarmidzi, bahwa berbagai bentuk perencanaan tata ruang 
wilayah dalam suatu daerah, maka perlu ditetapkan adanya peraturan 
pemerintah. Bentuk kongkrit dari peraturan pemerintah yang dimaksud dari 
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 yaitu:  
“Peran serta masyarakat adalah sebagai kegiatan 
masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan 
sendiri di tengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak 
dalam penyelenggaraan rencana tata ruang wilayah.”11 
 
Atas uraian dan tinjauan yang dikemukakan di atas, maka dapat 
diambil suatu kesimpulan bahwa rencana tata ruang wilayah diartikan 
sebagai bentuk perumusan kebijakan pokok dalam memanfaatkan ruang 
dalam suatu wilayah yang mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan 
keseimbangan perkembangan antara wilayah serta keserasian antara sektor 
dalam mengeksiskan pentingnya rencana tata ruang wilayah yang diterapkan 
di Kota Makassar. 
2.3. Tinjauan Tentang Kawasan Pendidikan Tinggi Terpadu 
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 tahun 2006 menjelaskan 
bahwa : 
                                                             
11 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 
Makassar Tahun 2005-2015. 
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“Kawasan Pendidikan Tinggi Terpadu adalah Kawasan 
Terpadu yang diarahkan dan diperuntukkan sebagai 
kawasan dengan pemusatan dan pengembangan berbagai 
kegiatan pendidikan tinggi yang dilengkapi dengan 
kegiatan-kegiatan penunjang yang lengkap yang saling 
bersinergi dalam satu sistem ruang yang solid”.12 
 
Dari uraian di atas jelas bahwa daerah yang diperuntukkan menjadi 
kawasan pendidikan tinggi terpadu harus didukung dengan fasilitas-fasilitas 
yang menunjang dan dapat membantu pengembangan diri masyarakat dalam 
hal pendidikan, adapun misi dari kawasan pendidikan tinggi terpadu yang di 
cantumkan di Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 ini yaitu :  
“Misi Kawasan Pendidikan Tinggi Terpadu adalah 
meningkatkan fungsi kawasan sebagai pusat Pendidikan 
Tinggi dengan standar global, image yang dan atmosfir 
akademik yang tinggi, membatasi kegiatan pemanfaatan 
ruang yang bertentangan dengan fungsi utama kawasan, 
menata kawasan kosong sekitar kawasan Sungai Tallo 
dengan model Pemanfaatan ruang berbasis Lingkungan 
yang berstandar global, serta Mendorong tumbuhnya 
ruang-ruang pendukung kawasan”13 
 
2.4. Tinjauan tentang Implementasi  
Perhatian terhadap masalah implementasi dilatarbelakangi oleh suatu 
kenyaaan dimana terdapat penerapan kebijaksanaan yang telah ditetapkan 
secara nasional ternyata tidak atau kurang mencapai sasaran sebagaimana 
mestinya.  
                                                             
12 Ibid, BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1. 
13 Ibid, BAB IV Pasal 11 Nomor 1 huruf (h. 
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Syukur Abdullah mengemukakan bahwa :  
“Dalam studi organisasi dan management juga 
dikemukakan kurang berimbangnya yang diberikan pada 
segi perencanaan dan implementasi.”14 
 
 Hal ini menandakan bahwa studi implementasi merupakan hal baru, 
dimana belum dilengkapi dengan peralatan analisa dan metode pengambilan 
keputusan yang maju.  
 Impelmentasi diartikan sebagai realisasi dari rencana yang ditetapkan 
sebelumnya. Lebih jauh Van Meter dan Van Horn (The Policy Implementation 
Process, 1978), seperti dikutip oleh Abdul Wahab Solichin mengemukakan 
pengertian implementasi sebagai berikut :  
“Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan 
oleh individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok 
pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya 
tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan 
kebijaksanaan.”15 
 
 Dari definisi di atas menunjukkan bahwa implementasi adalah aspek 
operasional  dari rencana atau penerapan berbagai program yang telah 
disusun sebelumnya, mulai dari penerapan langkah sampai pada hasil akhir 
yang dicapai sebagai tujuan semula. Berdasarkan definisi di atas pula, dapat 
disimpulkan bahwa dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat 
tiga unsur penting yaitu: 
                                                             
14 Syukur Abdullah, 1985, Birokrasi dan Pembangunan Nasional: Studi tentang Peranan Birokrasi 
Lokal dalam Implementasi Program Pembangunan di Sulawesi Selatan, Ujung Pandang, Universitas 
Hasanuddin. 
15 Solichin Abdullah Wahab, Op Cit, halaman 64. 
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a) Adanya program kegiatan/kebijaksanaan yang dilakukan. 
b) Target grup/kelompok masyarakat yang menjadi sasaran 
dan diharapkan akan menerima manfaat dari program 
tersebut. 
c) Unsur pelaksana/implementer, baik organisasi maupun 
perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan 
dan pengawasaan dari proses implementasi tersebut. 
Implementasi adalah konsep yang sangat luas dan kompleks. Banyak 
ahli yang mencurahkan perhatiannya mempelajari implementasi sebagai 
manajemen terbaik terhadap program, sama sekali bukan konsep sosial yang 
abstrak. 
Pengertian tersebut mengandung makna bahwa impementasi adalah 
suatu keharusan yang segera diambil dari langkah-langkah konkriet setelah 
keputusan ditetapkan.  
 
2.5. Tinjauan tentang Kebijakan 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,  
“Kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas 
yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam 
pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara 
bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); 
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pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman 
untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.”16 
 
Carl J. Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino mendefinisikan: 
“Kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang 
diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam 
suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-
hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-
kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan 
tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.”17 
 Pendapat di atas juga menunjukan bahwa ide kebijakan melibatkan 
perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting 
dari definisi kebijakan. Karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukan 
apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam 
beberapa kegiatan pada suatu masalah. 
Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri 
masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. 
Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab memberikan 
beberapa pedoman sebagai berikut: 
1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan 
2. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat 
dibedakan dari administrasi 
3. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan 
4. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun 
adanya tindakan 
5. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan 
dicapai 
                                                             
16 Kamus Besar Bahasa Indonesia. 
17 Leo Agustino, 2008, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung, Alfabeta, halaman 7. 
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6. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu 
baik eksplisit maupun implisit 
7. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung 
sepanjang waktu 
8. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat 
antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi 
9. Kebijakan publik meski tidak ekslusif menyangkut peran 
kunci lembaga-lembaga pemerintah 
10. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara 
subyektif.18 
 
Menurut Budi Winarno, istilah kebijakan (policy term) mungkin 
digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia”, 
“kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi 
sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan 
pemerintah tentang debirokartisasi dan deregulasi.19 
James E. Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009: 17) 
mengungkapkan bahwa kebijakan adalah: 
“ a purposivecourse of action followed by an actor or set of 
actors in dealing with aproblem or matter of concern.” 
(Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu 
yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau 
sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah 
tertentu).20 
 
                                                             
18 Solichin Abdul Wahab, 2008, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Malang, Universitas 
Muhammadiyah Malang Press, halaman 40. 
19 Budi Winarno, 2007, Kebijakan Publik: Teori dan Proses, Yogyakarta, Media Pressindo, halaman 15. 
20 M. Irfan Islamy, 2009, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Jakarta, Bumi Aksara, halaman 
17. 
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 kebijakan dapat disebut sebagai suatu kebijakan jika memiliki 4 
(empat) unsur, yaitu : 
1. Adanya pernyataan kehendak. Ini berarti ada keinginan atau 
sejumlah kemauan untuk melakukan sesuatu atau untuk 
tidak melakukan sesuatu. 
2. Pernyataan didasarkan pada otoritas. Ini berarti ada 
kewenangan yang dimiliki atau yang melekat pada diri 
seseorangpemegang atau pemilik kewenangan dan atau 
pada kesatuan system seperti lembaga atau asosiasi, 
terlepas dari mana kewenangan itu diperoleh, apakah lewat 
penunujukan dan pengangkatan atau melalui suatu proses 
demokratisasi. 
3. Adanya kewenangan untuk melakukan pengaturan dan jika 
perlu melakukan pemaksaan kehendak. Ini berarti, bahwa 
untuk mencapai kehendak yang diinginkan oleh otoritas 
diperlukan kegiatan pengaturan dalam artian yang seluas-
luasnya. Pengaturan yang dilakukan didasarkan pada 
keberlakuan teori melalui kegiata administrasi, melalui 
kegiatan pengelolaan (manajemen), dan melalui penuangan 
kehendak lewat aturan perundangan yang berlaku. 
4. Adanya tujuan yang dikehendaki. Ini berarti mengandung 
arti yang luas, dapat saja tujuan dalam konteks ruang dan 
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waktu capaian, dapat saja tujuan dalam konteks situasi dan 
keadaan seperti upaya peredaman konflikatau penciptaan 
kesepakatan dalam kehidupan kebersamaan dangan 
mempertimbangkan peran dan status. 
Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson itu, menurut Budi 
Winarno, dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang 
sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau 
dimaksudkan.21 Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara 
kebijakan (policy) dengan keputusan (decision) yang mengandung arti 
pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada. 
Richard Rose sebagaimana dikutip Budi Winarno juga menyarankan 
bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang 
sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka 
yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. 
Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa 
mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena 
pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan 
bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu. 
Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat 
disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang 
                                                             
21 Budi Winarno, Op Cit, halaman 18. 
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sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau 
pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya 
pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan 
tujuan tertentu. 
2.6. Tinjauan tentang Implementasi Kebijakan 
 Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, 
merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-
undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna 
pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur 
dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya 
untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.  
Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah 
kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk 
mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang 
ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program 
atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan 
tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan 
Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas 
atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik 
yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain: Keputusan Presiden, 
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Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keptusan 
Kepala Dinas, dll.22 
Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila 
tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah 
dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan 
tersebut. 
Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila 
tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah 
dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan 
tersebut. Erwan Agus Purwanto, Ph.D. dan Dyah Ratih Sulistyastuti, M.Si. 
mengemukakan ada enam faktor yang menjadi penentu berhasil atau 
tidaknya suatu proses implementasi.23 
1. Kualitas kebijakan itu sendiri. Kualitas di sini menyangkut banyak hal, 
seperti: kejelasan tujuan, kejelasan implementor atau penanggung 
jawab implementasi, dan lainnya. Lebih dari itu, sebagaimana 
dikatakan oleh deLeon dan deLeon (2002)  kualitas suatu kebijakan 
akan sangat  ditentukan oleh proses perumusan secara demokratis 
akan sangat memberikan peluang dihasilkannya kebijakan yang 
berkualitas. Dengan demikian, sebagaimana dianjurkan oleh Peter dan 
                                                             
22 Riant Nugroho Dwijowijoto, 2004, Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi, Jakarta, 
PT. Elex Media Komputindo, halaman 158-160. 
23 Erwan Agus Purwanto, Ph.D. dan Dyah Ratih Sulistyastuti, M.Si., 2012, Implementasi Kebijakan 
Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, Yogyakarta, Penerbit Gava Media, halaman 85-87. 
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Linda deLeon untuk merumuskan kebijakan melalui proses demokratis 
agar implementasi lebih mudah untuk dilaksanakan. 
2. Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran). Suatu kebijakan atau 
program tidak akan dapat mencapai tujuan atau sasaran tanpa 
dukungan anggaran yang memadai. Dalam bahasa Wildavsky (1979), 
besarnya anggaran dialokasikan terhadap suatu kebijakan atau 
program menunjukan seberapa besar political will pemerintah terhadap 
persoalan yang akan dipecahkan oleh kebijakan tersebut. Dengan 
demikian besarnya anggaran juga dapat dipakai sebagai proxy untuk 
melihat seberapa besar komitmen pemerintah terhadap kebijakan 
tersebut. Secara hipotesis dapat dikatakan bahwa semakin besar 
anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah terhadap kebijakan maka 
semakin besar pula peluang keberhasilan implementasi kebijakan 
tersebut, sebab pemerintah juga memiliki komitmen yang kuat 
terhadap kebijakan tersebut untuk mendukung agar implementasi 
kebikan tersebut dapat berhasil. 
3. Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai kebijakan 
(pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya). Dengan analogi suatu 
penyakit, maka untuk menyembuhkan diperlukan obat yang tepat. 
Demikian juga persoalan public yang ingin dipecahkan oleh suatu 
kebijakan  juga memerlukan instrumen yang tepat. Instrument tersebut 
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dapat berupa pelayanan publik gratis (misalnya untuk mencapai tujuan 
MDGs yang berkaitan dengan peningkatan akan melek huruf) atau 
dengan memberikan hibah barang-barang tertentu (misalnya 
memberikan peralatan bengkelkepada para pemuda yang sudah diberi 
pelatihan keterampilanagar mereka menjadi seorang wira usaha). 
Tentu setiap persoalan akan membutuhkan bentuk instrumen yang 
berbeda-beda. Ketepatan instrument ini akan sangat berpengaruh 
terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. 
4. Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, 
koordinasi, pengawasan, dan sebagainya). Struktur organisasi yang 
hirarkis tentu akan menghambat proses implementasi. 
5. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran (apakah kelompok 
sasaran adalah individu atau kelompok, laki-laki atau perempuan, 
terdidik atau tidak). Karakteristik kelompok sasaran tersebut akan 
sangat berpengaruh terhadap dukungan kelompok sasaran terhadap 
proses implementasi. 
6. Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi dan politik di mana 
implementasi tersebut dilakukan. Kebijakan yang berkualitas tidak 
akan berhasil ketika diimplementasikan dalam situasi dan kondisi 
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lingkungan yang tidak kondusif  terhadap upaya pencapaian suatu 
tujuan kebijakan. 
2.7   Kerangka Konsep 
Pertumbuhan dan perkembangan kota menjadikannya kesatuan 
wilayah dan penduduk yang sangat kompleks. Bertambahnya jumlah 
penduduk setiap tahun menjadi pusat perhatian pemerintah kota dalam 
merancang dan membangun penataan ruang wilayah yang berkeadilan, 
memenuhi kebutuhan hidup seluruh warga. 
Pemerintah Kota Makassar, sebagai pengambil kebijakan, telah 
menetapkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2005-2015. Peraturan 
daerah (Perda) itu memuat strategi rancangan dan pembangunan wilayah 
Kota Makassar. Perda itu juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 26 
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Perda itupun menjadi acuan strategi 
penataan ruang dan peruntukan kawasan di Kota Makassar. 
Salah satu kawasan yang diatur dalam Perda Nomor 6 Tahun 2006 itu 
adalah Kawasan Pendidikan Tinggi Terpadu. Kawasan Pendidikan Terpadu 
adalah KT (Kawasan Terpadu) yang diarahkan dan diperuntukkan sebagai 
kawasan dengan pemusatan dan pengembangan berbagai kegiatan 
pendidikan tinggi yang dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan yang lengkap 
yang saling bersinergi dalam satu sistem ruang yang solid (Perda Kota 
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Makassar Nomor 6 Tahun 2006 BAB I Ketentuan Umum Pasal 1).Kawasan 
Pendidikan Tinggi Terpadu yang berada pada bagian tengah Timur Kota, 
mencakup wilayah Kecamatan Panakukang, Tamalanrea, dan Tallo (BAB IV 
Pasal 9 nomor 8). 
 Implementasi perda tersebut merupakan tugas dan fungsi yang harus 
dijalankan oleh lembaga eksekutif, dalam hal ini Pemerintah Kota Makassar. 
Strategi rancangan yang tertuang dalam Perda Nomor 6 Tahun 2006 itu, 
secara teknis dan administratif, diturunkan lagi kepada Dinas Tata Ruang 
Kota Makassar. Pengimplementasian Perda tersebut di lapangan, untuk 
mewujudkan strategi penataan ruang wilayah yang termuat di dalamnya, 
tentu tidak berjalan mulus dan sempurna. Berbagai hal bisa 
mempengaruhinya; administratif, perencanaan teknis pembangunan, sumber 
daya manusia dan bukan manusia, maupun kondisi sosial dan lingkungan.  
Pengaruh itu terbagi dua macam, yang menghambat dan mendukung. 
Faktor-faktor yang menghambat memberi tantangan terhadap 
pengimplementasian perda tersebut. Faktor-faktor pendukung yakni segala 
hal yang mendorong dan bahkan mempunyai potensi untuk mengakselerasi 
penerapan Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2006.  
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Gambar 2.1 : Skema Bagan Kerangka Konsep. 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEBIJAKAN 
(PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 
2006) 
FAKTOR-FAKTOR YANG 
MEMPENGARUHI 
· Faktor Zonasi 
· Faktor Kualitas Sumber 
Daya Manusia 
· Faktor Koordinasi Antar 
Institusi 
· Faktor Pengawasan 
TUJUAN KEBIJAKAN: 
· Pemusatan dan pengembangan 
kegiatan pendidikan tinggi; 
· menjadikan pusat kegiatan 
pendidikan tinggi yang 
berstandar global, image dan 
atmosfir akademik yang tinggi. 
PROGRAM KEBIJAKAN 
· Kawasan Pendidikan Tinggi Terpadu 
Di Kecamatan Tamalanrea Kota 
Makassar 
33 
 
 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
Dalam pengerjaan  penelitian ini penulis menggunakan metode dan 
teknik penelitian sebagai berikut  : 
3.1. Lokasi penelitian 
Penelitian akan dilaksanakan di kota Makassar dalam hal ini Dinas 
Tata Ruang dan Bagunan Kota Makassar dan Kantor Kecamatan 
Tamalanrea. 
3.2. Tipe dan Penelitian  
a. Tipe Penelitian  
     Tipe penelitian yang digunakan adalah deskrptif yaitu suatu tipe 
penelitian yang memberi gambaran, gejala-gejala, fakta-fakta, 
kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat mengenai 
bagaimana pelaksanaan pengelolaan tata ruang kawasan 
pendidikan tinggi terpadu di Kecamatan Tamalanrea Kota 
Makassar serta faktor pendukung dan penghambat implementasi 
kebijakan tersebut. 
  b. Dasar Penelitian 
Dasar penelitian yang menggunakan metode studi kasus (case 
study) yang bertujuan untuk mangumpulkan dan menganalisa  
suatu proses tertentu terkait fokus penelitian ini sehingga dapat 
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menemukan ruang lingkup tertentu.  Studi kasus  adalah salah 
satu metode penelitian  dalam  ilmu sosial. Dalam  riset  yang 
menggunakan metode ini, dilakukan pemeriksaan longitudinal yang 
mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut 
sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis 
dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, 
analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. Sebagai hasilnya, akan 
diperoleh pemahaman yang mendalam tentang mengapa sesuatu 
terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya. Studi kasus 
dapat digunakan untuk menghasilkan dan menguji hipotesis. 
 
3.3. Sumber Data  
a. Data Primer 
- Hasil Observasi Visual, dilakukan untuk mengetahui bagaimana 
kondisi keberadaan Dinas Tata Ruang Kota Makassar. 
- Hasi wawancara, dilakukan pada responden dari sisi pengambil 
keputusan, pelaksana dan pengguna layanan  sesuai keperluan 
penelitian. Dengan tujuan akhir untuk mengetahui dan 
menganalisis Implementasi Kawasan Pendidikan Terpadu di 
Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. 
b. Data Skunder, data yang di peroleh dari dokumen-dokumen, 
catatan-catatan, laporan-laporan, maupun arsip-arsip resmi yang di 
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peroleh dari Dinas Tata Ruang Kota Makassar  atau instansi 
terkait. 
3.4. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, 
maka penulis melakukan penelitian dengan cara : 
a. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang didapatkan untuk 
data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari 
sumbernya, baik orang–orang telah ditetapkan sebagai 
sumber informan maupun kondisi riil yang didapat langsung 
dilokasi penelitian dengan cara melakukan observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Dalam rangka pengumpulan 
data ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data 
antara lain sebagai berikut : 
· Observasi, yaitu dengan mengadakan pengamatan 
langsung terhadap objek yang diteliti. 
· Interview (wawancara), yaitu mengadakan tanya jawab 
kepada sejumlah informasi untuk  memperoleh informasi 
dan data–data mengenai permasalahan yang relevan 
dengan penelitian  ini. 
· Dokumentasi, yaitu teknik bertujuan melengkapi teknik 
observasi dan teknik wawancara mendalam. 
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b. Studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data–data  
sekunder, dan dengan cara membaca berbagai literatur  
atau  buku–buku, karangan dan dokumen lain serta catatan–
catatan lainnya yang relevan dalam penulis ini. Data 
sekunder yaitu data yang diperoleh dari lembaga atau 
institusi tertentu, atau pelengkap yang diperoleh melalui 
dokumen–dokumen atau catatan–catatan resmi yang dibuat 
oleh sumber–sumber yang berwenang yang berkaitan 
langsung dengan objek yang diteliti. Data ini diperoleh 
dengan mengumpulkan dan mencatat laporan–laporan, 
dokumen–dokumen, catatan–catatan surat lokal harian dan 
nasional dan data  online mengenai perilaku birokrasi dalam 
pelayanan izin usaha. 
3.5. Informan Penelitian  
Informan adalah orang-orang yang betul-betul paham atau pelaku 
yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan dalam 
penelitian ini dipilih karena paling banyak mengetahui atau terlibat 
langsung dalam proses pelaksanaan dalam penataan ruang di 
Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. 
Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara purposive 
sampling,yaitu teknik penarikan sampel secara subjektif dengan maksud 
atau tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa informan yang 
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diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang 
akan dilakukan. 
Adapun yang menjadi menjadi informan pada penelitian ini 
adalah: 
- BAPPEDA kota Makassar  
- Kepala Dinas Tata Ruang Kota Makassar  
- Camat Tamalanrea Kota Makassar 
3.6. Definisi Operasional 
Definisi operasional bertujaun untuk memberikan acuan terhadap 
pelaksanaan penelitian  agar memberikan kemudahan dalam mencapai 
tujuan penelitian ini antara lain : 
1) Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 
penerapan aturan yang lebih difokuskan lagi sebagai kebijakan 
pemerintah. Implementasi juga bertujuan untuk mencapai dan 
mangukur sampai sejauh mana tingkat keberhasilan aturan atau 
program pemerintah tersebut berjalan dalam hal ini kebijakan 
pemerintah. proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat 
tiga unsur penting yaitu :  
a) Adanya program kegiatan/kebijaksanaan yang dilakukan. 
b) Target grup/kelompok masyarakat yang menjadi sasaran 
dan diharapkan akan menerima manfaat dari program 
tersebut. 
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c) Unsur pelaksana/implementer, baik organisasi maupun 
perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan 
dan pengawasaan dari proses implementasi tersebut. 
2) Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan yang dikeluarkan 
pemerintah yang menyangkut perencanaan kawasan 
pendidikan tinggi terpadu di kota Makassar, dalam hal ini 
peraturan daerah nomor 6 tahun 2006 tentang rencana tata 
ruang wilayah kota makassar tahun 2005-2015. 
3) Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan wujud struktural 
dan pola pemanfaatan ruang. Yang dimaksud dengan wujud 
struktural pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur 
pembentuk lingkungan sosial dan lingkungan buatan yang 
secara struktural berhubungan satu dengan lainnya membentuk 
tata ruang. 
4) Kawasan Pendidikan Tinggi Terpadu adalah Kawasan Terpadu 
yang diarahkan dan diperuntukkan sebagai kawasan dengan 
pemusatan dan pengembangan berbagai kegiatan pendidikan 
tinggi yang dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan penunjang 
yang lengkap dan saling bersinergi dalam satu sistem ruang 
yang solid. 
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3.7. Analisis data 
Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu analisis data 
berdasarkan kata-kata yang disusun dalam bentuk teks yang diperluas. 
Data yang dianalisis adalah data dari situasi-situasi atau peristiwa yang 
terjadi dilapangan dan juga didukung dengan bantuan data primer yang 
berasal dari hasil wawancara, pertanyaan-pertanyaan, tanggapan-
tanggapan dari para infonforman dan studi kepustakaan berdasarkan 
indikator-indikator yang ditentukan dalam penelitian. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
Pada bab ini penulis menjelaskan terlebih dahulu profil daerah wilayah 
kota Makassar serta hasil penelitian penulis: 
4.1. Profil Wilayah Kota Makassar 
Kota Makassar merupakan salah satu pemerintahan kota dalam wilayah 
Provinsi Sulawesi Selatan yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di 
Sulawesi, sebagaimana yang tercantum dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 dan Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822. 
Kota Makassar menjadi ibukota Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965, (Lembaran Negara Tahun 1965 
Nomor 94), dan kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1965 Daerah Tingkat II Kotapraja Makassar diubah menjadi Daerah Tingkat II 
Kotamadya Makassar. 
Kota Makassar yang pada tanggal 31 Agustus 1971 berubah nama 
menjadi Ujung Pandang, wilayahnya dimekarkan dari 21 km2 menjadi 175,77 
km2 dengan mengadopsi sebagian wilayah kabupaten lain yaitu Gowa, 
Maros, dan Pangkajene Kepulauan, hal ini berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan batas-batas daerah 
Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan 
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Kepulauan, lingkup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 
Pada perkembangan, nama Kota Makassar dikembalikan lagi 
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang 
Perubahan Nama Kotamadya Ujung Pandang menjadi Kota Makassar, hal ini 
atas keinginan masyarakat yang didukung DPRD Tk. II Ujung Pandang saat 
itu, serta masukan dari kalangan budayawan, seniman, sejarawan, pemerhati 
hukum dan pelaku bisnis. 
Hingga Tahun 2013 Kota Makassar telah berusia 406 tahun sesuai 
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 yang menetapkan hari jadi Kota 
Makassar tanggal 9 Nopember 1607, terus berbenah diri menjadi sebuah 
Kota Dunia yang berperan tidak hanya sebagai pusat perdagangan dan jasa 
tetapi juga sebagai pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, 
pusat kegiatan edu-entertainment, pusat pelayanan pendidikan dan 
kesehatan, simpul jasa angkutan barang dan penumpang baik darat, laut 
maupun udara. 
4.1.1 Karakteristik Wilayah Kota Makassar 
Luas Wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km persegi, dengan batas-
batas wilayah administratif sebagai berikut: 
Sebelah utara  : Kabupateen Maros 
Sebelah selatan  : Kabupaten Gowa 
Sebelah timur : Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa 
Sebelah barat  : Selat Makassar  
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 Gambar 4.1 : Peta Wilayah Administrasi Kota Makassar 
 
Sumber : WebSite Kota Makassar- Peta Administrasi Kota Makassar 
Secara administratif Kota Makassar terbagi atas 14 Kecamatan dan 143 
Kelurahan. Bagian utara kota terdiri atas Kecamatan Biringkanaya, 
Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Tallo, dan Kecamatan Ujung Tanah. Di 
bagian selatan terdiri atas Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Rappocini. 
Di bagian Timur terbagi atas Kecamatan Manggala dan Kecamatan 
Panakkukang. Bagian barat adalah Kecamatan Wajo, Kecamatan Bontoala, 
Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Makassar, Kecamatan Mamajang, 
dan Kecamatan Mariso.  
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Rincian luas masing-masing kecamatan, diperbandingkan dengan 
persentase luas wilayah Kota Makassar sebagai berikut:  
Tabel 4.1 : Luas wilayah dan persentase terhadap luas wilayah 
menurut kecamatan di kota Makassar tahun 2013 
No. Kode wil. Kecamatan 
Luas 
wilayah 
(km2) 
Persentase 
terhadap luas 
kota Makassar 
1 010 Mariso 1,82 1,04 
2 020 Mamajang 2,25 1,28 
3 030 Tamalate 20,21 11,50 
4 031 Rappocini 9,23 5,25 
5 040 Makassar 2,52 1,43 
6 050 Ujung Pandang 2,63 1,50 
7 060 Wajo 1,99 1,13 
8 070 Bontoala 2,10 1,19 
9 080 Ujung Tanah 5,94 3,38 
10 090 Tallo 5,83 3,32 
11 100 Panakukkang 17,5 9,70 
12 101 Manggala 24,14 13,73 
13 110 Biringkanaya 48,22 27,43 
14 111 Tamalanrea 31,84 18,12 
15 7371 Kota makassar 175,77 100,00 
   Sumber : Bappeda - BPS, Makassar dalam Angka 2014 
 
Berdasarkan table 4.1 diatas Luas wilayah dan persentase terhadap 
luas wilayah menurut kecamatan di kota Makassar pada tahun 2013 
menunjukkan bahwa kecamatan biringkanaya adalah kecamatan terluas 
di kota Makassar dengan luas 48,22 km2 dan persentase terhadap luas 
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kota Makassar yaitu 27,49%. Sedangkan kecamatan wajo adalah 
kecamatan yang terkecil dengan luas wilayah 1,99 km2 dan persentase 
terhadap luas kota Makassar yaitu 1,13%. 
Berikut dapat kita lihat mengenai jumlah Kelurahan menurut Kecamatan 
di Kota Makassar. 
        Tabel 4.2 : Jumlah Kelurahan Menurut Kecamatan di Kota 
Makassar tahun 2013 
No. Kode wil. Kecamatan Kelurahan RW RT 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 010 Mariso 10 47 217 
2 020 Mamajang 13 56 280 
3 030 Tamalate 10 112 563 
4 031 Rappocini 10 107 573 
5 040 Makassar 14 67 369 
6 050 Ujung Pandang 10 38 139 
7 060 Wajo 8 45 169 
8 070 Bontoala 12 56 240 
9 080 Ujung Tanah 12 50 200 
10 090 Tallo 15 77 465 
11 100 Panakukkang 11 90 475 
12 101 Manggala 6 70 388 
13 110 Biringkanaya 7 111 544 
14 111 Tamalanrea 6 68 344 
Jumlah 143 994 4.966 
  Sumber : Bappeda - BPS, Makassar dalam Angka 2014 
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4.1.2 Topografi 
Topografi wilayah Kota Makassar memiliki ciri-ciri sebagai berikut : tanah 
relatif datar, bergelombang, berbukit dan berada pada ketinggian 0-25 m di 
atas permukaan laut dengan tingkat kemiringan lereng berada pada 
kemiringan 0-15%. Sementara itu, dilihat dari klasifikasi kelerengannya, 
menunjukkan bahwa kemiringan 0-2%=85%; 2-3%=10%; 3-15%=5%. Hal ini 
memungkinkan Kota Makassar berpotensi pada pengembangan 
permukiman, perdagangan, jasa, industri, rekreasi, pelabuhan laut, dan 
fasilitas penunjang lainnya. 
4.1.3 Geologi 
Wilayah Kota Makassar terbagi dalam berbagai morfologi bentuk 
lahan. Satuan-satuan morfologi bentuk lahan yang terdapat di Kota Makassar 
dikelompokkan menjadi dua yaitu: 
a. Satuan morfologi dataran aluvial pantai; dan 
b. Satuan morfologi perbukitan bergelombang. 
Kedua satuan morfologi diatas dikontrol oleh batuan, struktur, dan 
formasi geologi yang ada di wilayah Kota Makassar dan sekitarnya. Secara 
geologis Kota Makassar terbentuk dari batuan hasil letusan gunung api dan 
endapan dari angkutan sedimen Sungai Jeneberang dan Sungai Tallo. 
Sedangkan struktur batuan yang terdapat di kota ini dapat dilihat dari batuan 
hasil letusan gunung api dan endapan aluvial pantai dan sungai. Struktur 
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batuan ini penyebarannya dapat dilihat sampai ke wilayah Bulurokeng, Daya, 
dan Biringkanaya. Selain itu, terdapat juga tiga jenis batuan lainnya seperti 
breksi dan konglomerat yang merupakan batuan berkomponen kasar dari 
jenis batuan beku, andesit, basaltik, batu apung, dan gamping. 
4.1.4 Hidrologi 
Kota Makassar memiliki garis pantai sepanjang 32 km dengan kondisi 
hidrologi Kota Makassar dipengaruhi oleh 2 (dua) sungai besar yang 
bermuara di pantai sebelah barat kota. Sungai Jene'berang yang bermuara di 
sebelah selatan dan Sungai Tallo yang bermuara di sebelah utara. Sungai 
Je'neberang misalnya, mengalir melintasi wilayah Kabupaten Gowa dan 
bermuara di bagian Selatan Kota Makassar merupakan sungai dengan 
kapasitas sedang (debit air1-2 m3/detik). Sedangkan Sungai Tallo dan 
Pampang yang bermuara di bagian Utara Makassar adalah sungai dengan 
kapasitas rendah berdebit kira-kira hanya mencapai 0-5 m3/detik di musim 
kemarau. Selain itu, dipengaruhi juga oleh sistem hidrologi saluran 
perkotaan, yakni kanal-kanal yang hulunya di dalam kota dan bermuara di 
laut. 
4.1.5 Klimatologi 
Kota Makassar termasuk daerah yang beriklim sedang hingga tropis. 
Suhu udara rata-rata Kota Makassar dalam 10 tahun terakhir berkisar antara 
24,5°C sampai 28,9°C dengan intensitas curah hujan yang bervariasi. 
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Intensitas curah hujan tertinggi berlangsung antara bulan November hingga 
Februari. Tingginya intensitas curah hujan menyebabkan timbulnya 
genangan air di sejumlah wilayah kota ini. Selain itu, kurangnya daerah 
resapan dan drainase yang tidak berfungsi dengan baik memicu timbulnya 
bencana banjir. 
4.1.6 Penduduk 
Penduduk kota Makassar tahun 2013 tercatat sebanyak 1.408.027 
jiwa yang terdiri dari 696.086 laki-laki dan 671.986 perempuan. Sementara itu 
jumlah penduduk kota Makassar tahun 2012 tercatat sebanyak 1.369.606 
jiwa. Komposisi menurut jenis kelamin dapat ditunjukkan dengan rasio jenis 
kelamin penduduk kota Makassar yaitu sekitar 97,77 persen, yang berarti 
setiap 100 penduduk wanita terdapat 98 penduduk laki-laki.  
Penyebaran penduduk kota Makassar dirinci menurut kecamatan , 
menunjukkan bahwa penduduk terkonsentrasi di wilayah kecamatan 
biringkanaya, yaitu sebanyak 195.906 atau sekitar 13,91 persen dari total 
penduduk, disusul kecamatan tamalate sebanyak 182.939 jiwa (12,99 
persen), kecamatan rappocini sebanyak 156.665 jiwa (11,13 persen), dan 
yang terendah adalah kecamatan wajo sebanyak 26.477 jiwa (1,88 persen). 
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Tabel 4.3 : Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan, Jenis Kelamin, 
Sex rasio Kota Makassar Tahun 2013 
Kode 
Wilay
ah 
Kecamatan 
Penduduk Rasio 
jenis 
kelamin Laki-laki 
Perempu
an 
jumlah 
010 Mariso 28.333 28.245 56.875 100,31 
020 Mamajang 28.405 29.682 58.087 95,70 
030 Tamalate 90.595 92.344 182.939 98,11 
031 Rappocini 75.948 80.717 156.665 94,09 
040 Makassar 40.056 40.998 81.054 97,70 
050 Ujung Pandang 12.489 13.988 26.477 89,28 
060 Wajo 13.453 14.103 27.556 95,39 
070 Bontoala 25.667 26.964 52.631 95,19 
080 Ujung Tanah 23.519 23.317 46.836 100,87 
090 Tallo 69.327 69.092 138.419 100,34 
100 Panakukkang 71.749 73.248 144.997 97,96 
101 Manggala 65.512 65.431 130.943 100,12 
110 Biringkanaya 97.410 98.496 195.906 98.90 
111 Tamalanrea 53.623 55.361 108.984 96,86 
7371 Makassar 696.086 711.986 1.408.072 97,77 
          Sumber : Bappeda - BPS, Makassar dalam Angka 2014. 
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Tabel 4.4 : Persentase penduduk dan kepadatan penduduk menurut 
kecamatan di kota Makassar tahun 2013 
       Sumber : Bappeda - BPS, Makassar dalam Angka 2014. 
No. 
Kode 
wilayah 
Kecamatan 
Persentase 
penduduk 
Kepadatan 
penduduk 
1 010 Mariso 4,02 31.87 
2 020 Mamajang 4,13 25.816 
3 030 Tamalate 12,99 9.052 
4 031 Rappocini 11,13 16.973 
5 040 Makassar 5,76 32.164 
6 050 Ujung Pandang 1,88 10.067 
7 060 Wajo 1,96 13.543 
8 070 Bontoala 3,74 25.062 
9 080 Ujung Tanah 3,33 7.885 
10 090 Tallo 9,83 23.743 
11 100 Panakukkang 10,30 8.504 
12 101 Manggala 9,30 5.424 
13 110 Biringkanaya 13,91 4.063 
14 111 Tamalanrea 7,74 3.423 
Kota Makassar 100,00 8.011 
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Ditinjau dari kepadatan penduduk kecamatan Makassar adalah yang 
terpadat yaitu 32.164 jiwa per km2, disusul kecamatan mariso 31.087 jiwa per 
km2, kecamatan mamajang 25,816 jiwa per km2. Kecamatan tamalanrea 
merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah yaitu sekitar 
3.423 jiwa per km2, kemudian kecamatan biringkanaya 4.063 jiwa per km2, 
kecamatan manggala 5.424 jiwa per km2,kecamatan ujung tanah 7.885 jiwa 
per km 2, dan kecamatan panakukang 8.504 jiwa per km2. 
4.1.7 Visi Kota Makassar 
Rumusan Visi Kota Makassar 2014 sebagai bagian pencapaian visi 
jangka panjang sebagaimana yang tertuang dalam peraturan daerah kota 
makassar nomor 13 tahun 2006 tentang rencana pembangunan jangka 
panjang daerah (RPJD) kota makassar 2005-2025, yakni ”Makasssar 
sebagai Kota Maritim, Niaga, Pendidikan, Budaya, dan Jasa yang 
berorientasi global, Berwawasan Lingkungan dan Paling Bersahabat” adalah 
bagian tidak terpisahkan dari Visi Pemerintah Kota Makassar 2009. 
 Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar 
Nomor 14 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Pemerintah Kota 
Makassar Tahun 2004-2009 yang disempurnakan dengan Peraturan Daerah 
Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2005-2010 yakni 
”Makassar Kota Maritim, Niaga dan Pendidikan yang Bermartabat dan 
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Manusiawi”, sehingga untuk menjamin konsistensi pembangunan jangka 
menengah dan jangka panjang dan agar dapat dipelihara kesinambungan 
arah pembangunan daerah dari waktu ke waktu. 
Maka Visi Kota Makassar adalah ”Makassar Menuju Kota Dunia 
Berlandas Kearifan Lokal”. Visi ini terinspirasi dari dua hal mendasar: 
Pertama, yakni jiwa dan semangat untuk memacu perkembangan Makassar 
agar lebih maju, terkemuka dan dapat menjadi Kota yang diperhitungkan 
dalam pergaulan regional, nasional, dan global.  
Kedua, yakni jiwa dan semangat untuk tetap memelihara kekayaan 
kultural dan kejayaan Makassar yang telah dibangun sebelumnya, ditandai 
dengan keterbukaan untuk menerima perubahan dan perkembangan, 
sembari tidak meninggalkan nilai-nilai yang menadi warisan sejarah masa 
lalu. 
Selanjtunya, Visi jangka panjang tersebut dijabarkan dalam visi jangka 
panjang dan sikap dan sikap konsistensi Pemerintah Kota Makassar, 
sehingga tercipta kesinambungan arah pembangunan. Memperhatikan 
kewenangan otonomi daerah sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah serta memperhatikan perkembangan 
lingkungan strategis dengan posisi Makassar Kawasan Timur Indonesia, 
serta dengan dukungan nilai-nilai budaya yang menunjang tinggi harkat dan 
martabat manusia, maka dirumuskan Visi Pemerintah Kota Makassar Tahun 
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2010 sebagai berikut: ”Makassar sebagai Kota Maritim, Niaga, Pendidikan 
yang Bermartabat dan Manusiawi”, Visi Tersebut mengandung makna: 
1. Terwujudnya Kota Maritim yang tercermin pada tumbuh 
berkembangnya budaya bahari dalam kegiatan sehari-hari dan 
dalam pembangunan yang mampu memanfaatkan daratan maupun 
perairan secara optimal dengan tetap terprosesnya peningkatan 
kualitas lingkungan hidupnya; 
2. Terwujudnya atmosfir perniagaan yang aman, lancar, dan mantap 
bagi pengusaha kecil, menengah maupun besar; 
3. Terwujudnya atmosfir pendidikan yang kondusif dalam arti adil dan 
merata bagi setiap golongan dan lapisan masyarakat, yang relevan 
dengan dunia kerja, yang mampu meningkatkan kualitas budi 
pekerti dan relevan dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi (IPTEK); 
4. Terwujudnya Makssar sebagai kota Maritim, Niaga, dan Pendidikan 
ini dilandasi oleh martabat para apart Pemerintah Kota, warga kota 
dan pendatang yang manusiawi dan tercermin dalam peri 
kehidupannya yang menjaga keharmonisan hubungan manusia 
dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan 
manusia dengan alam. 
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Berdasarkan Visi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2010 yang pada 
hakekatnya diarahkan untuk mendukung terwujudnya Visi Kota Makassar 
Tahun 2025, maka dirumuskan Misi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2010 
sebagai berikut: 
1. Mengembangkan kultur maritim dengan dukungan infrastruktur 
bagi kepentingan lokal, regional, nasional, dan internasional. 
2. Mendorong tumbuhnya pusat-pusat perniagaan melalui 
optimalisasi potensi lokal. 
3. Mendorong peningkatan kualitas manusia melalui pemerataan 
pelayanan pendidikan, peningkatan derajat kesehatan dan 
kesejahteraan masyarakat. 
4. Mengembangkan apresiasi budaya dan pengamalan nilai-nilai 
agama berbasis kemajemukan masyarakat. 
5. Mengembangkan sistem pemerintahan yang baik, bersih dan 
berwibawa melalui peningkatan profesionalisme aparatur. 
6. Mendorong terciptanya stabilitas, kenyamanan dan tertib 
lingkungan. 
7. Peningkatan infrastruktur kota dan pelayanan publik. 
4.1.8 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah 
Dalam mengembang Misi untuk mencapai Visi yang telah ditetapkan, 
maka Pemerintah kota Makassar menetapkan strategi dasar pembangunan 
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yakni ”Meningkatkan pelayanan yang efisien dan efektif untuk mendukung 
terciptanya pemerintahan yang baik, mempercepat terwujudnya Kota 
Makassar sebagai pusat keunggulan pengembangan ekonomi berbasis ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang intinya mengembangkan sumber daya 
manusia yang lebih berkualitas”. 
Sesuai dengan strategi dasar tersebut, maka dalam rencana strategis 
(Renstra) yang telah disempurnakan menjadi Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Makassar, dirumuskan 
pokok-pokok kebijakan yang menjadi acuan dalam menetapkan program dan 
kegiatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yaitu: 
1. Pembangunan Kualitas Manusia; 
2. Pembangunan Daya Saing Ekonomi Daerah; 
3. Pengembangan Kawasan, Tata Ruang dan Lingkungan; 
4. Pembangunan Pemerintahan dan Pelayanan Publik; 
5. Pembangunan Politik Hukum dan HAM 
4.2. Profil  Wilayah Kecamatan Tamalanrea 
4.2.1.  Letak geografis dan batas wilayah Kecamatan Tamalanrea 
Kecamatan Tamalanrea merupakan salah satu Kecamatan dari 14 
Kecamatan di kota Makassar yang berbatasan dengan Selat Makassar di 
sebelah utara, Keacamatan Biringkanaya di sebelah timur, Kecamatan 
Panakkukang di sebelah selatan dan di sebelah barat. 
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Kecamatan Tamalanrea merupakan daerah pantai dengan topografi 
ketinggian antara permukaan laut. Empat Kelurahan daerah bukan pantai 
yaitu Tamalanrea Indah, Tamalanrea Jaya, Tamalanrea dan Kapasa. Sedang 
dua daerah lainnya Kelurahan Parangloe dan Kelurahan Bira merupakan 
daerah pantai. Menurut jaraknya, letak masing-masing kelurahan ke ibukota 
kecamatan berkisar 1 km dengan jarak 5-10 km. 
4.2.2. Luas Wilayah 
Kecamatan Tamalanrea terdiri dari 6 Kelurahan dengan luas wilayah 
31,84 km2. Dari luas wilayah tersebut, Kelurahan Bira memilki luas wilayah 
terluas yaitu 9.28 km2, terluas kedua adalah Kelurahan Parangloe dengan 
luas wilayah 6,53 km2, sedangkan yang paling kecil luas wilayahnya adalah 
keluarahan Tamalanrea Jaya yaitu 2,98 km2 
Table 4.5 : Luas Menurut Kelurahan di Kecamatan Tamalanrea  
Tahun 2013 
No  Desa/Kelurahan Luas (km2) 
1 Tamalanrea Indah   4,74 
2 Tamalanrea Jaya 2,98 
3 Tamalanrea 4,15 
4 Kapasa  4,18 
5 Parangloe  6,53 
6 Bira  9,28 
 Kecamatan  31,86 
Sumber: Kantor Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar 2014 
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4.2.3. Pemerintahan 
4.2.3.1 Aparat Pemerintah 
Kegiatan pemerintahan di Kecamatan Tamalanrea dilaksanakan 
oleh sejumlah pegawai negeri yang berasal dari berbagai dinas/instansi 
pemerintah yang jumlahnya 195 orang, terdiri atas 66 orang laki-laki dan 
129 orang perempuan. 
4.2.3.2   Perkembangan Desa/Kelurahan 
Tingkat klasifikasi desa/Kelurahan di Kecamatan Tamalanrea 
tahun 2012 terdiri dari 6 Kelurahan, 337 RT dan 67 RW dengan kategori 
Kelurahan swasembada. Dengan demikian tidak ada lagi Kelurahan 
yang termasuk Swadaya dan Swakarya.  
4.2.3.3 Lembaga/Organisasi Tingkat Desa/Kelurahan 
Tingkat klasifikasi desa/Kelurahan di Kecamatan Tamalanrea 
tahun 2012 terdiri dari 6 Kelurahan, 337 RT dan 67 RW dengan kategori 
Kelurahan swasembada. Dengan demikian tidak ada lagi Kelurahan 
yang termasuk Swadaya dan Swakarya.  
Lembaga dan organisasi tingkat desa/Kelurahan yang terbentuk 
di Kecamatan Tamalanrea dengan sejumlah anggotanya diharapkan 
dapat menunjang kegiatan pemerintah dan pembangunan lembaga 
pemberdayaan masyarakat (LPM) dan Organisasi Pemuda di 
Kecamatan Tamalanrea terdapat 1 unit di setiap Kelurahan. 
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4.2.4. Penduduk 
Jumlah penduduk Kecamatan Tamalanrea pada tahun 2013 adalah 
sebesar 104.175 sedangkan pada tahun 2012 sekitar 103.192 jiwa,  yang 
berarti rata-rata kenaikan jumlah penduduk adalah sebesar 0,95 persen. 
Sumber: BPS Kota Makassar 2014 
 
Table 4.6 : Banyaknya Penduduk Menurut Kelurahan  Jenis Kelamin Dan 
Sex Rasio di Kecamatan Tamalanrea Tahun 2013 
 
No  
 
Desa/Kelurahan 
 
Laki-laki 
 
Perempuan  
 
Jumlah 
 
Sex Rasio  
1 Tamalanrea Indah  8.449 8.207 16.656 102,94 
2 Tamalanrea Jaya 9.110 9.850 18.960 92,49 
3 Tamalanrea 17.128 17.271 34.399 99,17 
4 Kapasa 8.195 8.421 16.617 97,32 
5 Parangloe  3.211 3.315 6.527 96,87 
6 Bira  5.369 5.648 11.017 95,05 
 Kecamatan 51.462 52.713 104.175 97,63 
Sumber: BPS Kota Makassar 2014 
Berdasarkan jenis kelamin tampak bahwa jumlah penduduk laki-laki 
sekitar 51.462 jiwa dan perempuan sekitar 52.713 jiwa. Dengan demikian 
rasio jenis kelamin adalah sekitar 97,63 persen yang berarti setiap 100 orang 
penduduk perempuan terdapat sekitar 98 orang penduduk laki-laki. 
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4.2.5. Sosial  
4.2.5.1 Pendidikan 
Kegiatan jumah Kecamatan Tamalanrea pada tahun 2013 
adalah sebesar 104.175 sedangkan pada tahun 2012 sekitar 103.192 
jiwa,  yang berarti rata-rata kenaikan jumlah penduduk adalah sebesar 
0,95 persen. Pada tahun ajaran 2010/2012 jumlah TK di Kecamatan 
Tamalanrea ada 39 sekolah dengan 1.456 orang murid dan 117 orang 
guru. Pada tingkat Sekolah Dasar, baik negeri maupun swasta 
berjumlah sebanyak 33 sekolah dengan 9.957 orang murid dan 432 
orang guru. Untuk tingkat SLTP sebanyak 6 sekolah dengan 3.237 
orang murid dan 224 orang guru. Sedangkan untuk tingkat SMA 
terdapat 7 sekolah dengan 3.596 orang murid dan 253 orang guru. 
4.2.5.2     Kesehatan  
Jumlah sarana kesehatan tahun 2013 di Kecamatan 
Tamalanrea tercatat 2 Rumah Sakit Umum/Khusus, 4 Puskesmas, 2 
Puskesmas Pembantu, 6 Rumah Bersalin dan 55 Posyandu. Unutk 
tenaga medis tercatat 52 orang dokter umum, 22 orang dokter 
spesialis, 11 orang dokter gigi, 55 paramedis dengan jumlah 
paramedic sebanyak 27 orang bidan desa dan 28 orang 
perawat/mantri. 
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4.2.5.3 Agama   
Ditinjau dari agama yang dianut, tercatat bahwa mayoritas 
penduduk Kecamatan Tamalanrea adalah beragama islam. Jumlah 
tempat ibadah di Kecamatan Tamalanrea cukup memadai, terdapat 87 
buah Mesjid, 7 buah Langgar/Surau, 8 buah Gereja dan 1 buah tempat 
Ibadah Pura. 
4.2.6 Kecamatan Dan Kelurahan 
Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan 
pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota untuk menangani sebagian 
urusan otonomi daerah. Camat dalam melaksanakan tugas pokok, 
menyelenggarakan fungsi: 
1. Mengkordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 
2. Mengordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan 
ketertiban umum; 
3. Mengordinasikan penerapan dan penegakan peraturan 
perundang-undangan; 
4. Mengordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas 
pelayanan umum; 
5. Mengordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan 
ditingkat Kecamatan; 
6. Mebina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan; 
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7. Mengordinasikan kegiatan pengelolahan kebersihan; 
8. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang 
lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan 
pemerintahan Kelurahan; 
9. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis 
operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan 
pengurusan barang milik daerah yang berada dalam 
penguasaannya; 
10. Pelaksanaan kesekretariatan 
Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan 
pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan serta urusan 
pemerintahan sebagian yang dilimpahkan oleh walikota dibidang 
pemerintahan, perekonomian, ketentraman dan keterlibatan serta 
kordinasi dengan instansi otonom diwilayah kerjanya. 
Lurah dalam melaksanakan tugas pokok, menyelenggarakan fungsi: 
1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan; 
2. Pemberdayaan masyarakat; 
3. Pelayanan masyarakat; 
4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 
5. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 
6. Pemberdayaan kelembagaan kemasyarakatan; 
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7. Pengelolahan kebersihan; 
8. Pelaksanaan pelayanan administrasi publik; 
9. Pelaksanaan kesekretariatan; 
10. Pembinaan tenaga fungsional; 
4.3. Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) Kota Makassar 
Salah satu konsekuensi logis dari dikeluarkannya Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ditindak lanjuti 
dengan penyempurnaan kelembagaan yang disesuaikan dengan kebutuhan 
Organisasi yang efektif, efisien dan proporsional yang diimplementasikan di 
Kota Makassar dengan membentuk sebuah Unit kerja yang khusus 
menangani penataanan ruang dan memberikan pelayanan Izin Mendirikan 
Bangunan (IMB) sesuai dengan kebutuhan Kota Makassar. 
Dalam perjalanannya Instansi Teknis Tata Bangunan Kota Makassar 
berubah menjadi Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar yang 
ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor Peraturan Daerah Nomor 3 
Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah 
Kota Makassar. 
4.3.1. Visi dan Misi DTRB Kota Makassar 
Visi merupakan ide-ide dan rencana-rencana pemimpin untuk masa 
depan organisasi. Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar 
merumuskan visi sebagai berikut : 
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“Menjadikan Kota Makassar sebagai Kota Masa Depan dengan 
mewujudkan integritas Penataan Ruang dan Bangunan yang 
berwawasan lingkungan” 
Untuk mencapai visi tersebut, maka disusunlah misi sebagai berikut : 
· Penegakan hukum secara konsisten 
· Meningkatkan kualitas lingkungan melalui penataan ruang dan 
bangunan 
· Mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) 
melalui sub sektor retribusi IMB 
· Meningkatkan kinerja dan profesionalisme aparat; 
· Meningkatkan sosialisasi terhadap kesadaran masyarakat tentang 
IMB 
· Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 
· Menjadi institusi terdepan dalam penataan ruang dan bangunan 
4.3.2.  Kedudukan, Tugas dan Fungsi 
Dalam perjalanannya Instansi Teknis Tata Bangunan Kota Makassar 
berubah menjadi Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar yang 
ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar. 
Berdasarkan keputusan tersebut, Dinas Tata Ruang dan Bangunan 
merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota dipimpin oleh seorang Kepala 
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yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui 
Sekretaris Daerah, sehingga mempunyai tugas pokok merumuskan, 
membina dan mengendalikan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang, 
pengendalian kawasan,penataan dan penertiban bangunan serta 
pengusutan. 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Tata 
Ruang dan Bangunan menyelenggarakan fungsi : 
a. Penyusunan rumusan kebijakan teknis penataan ruang, kriteria 
penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah 
dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang dan penetapan 
kawasan strategis kota; 
b. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan 
Standar Pelayanan Minimal bidang penataan ruang; 
c. Penyusunan rencana dan program pengembangan sistem informasi 
dan komunikasi penataan ruang kota; 
d. Penyusunan rencana dan program pengembangan kesadaran dan 
tanggung jawab masyarakat dalam penataan ruang; 
e. Penyusunan rumusan kebijakan teknis operasional di bidang 
penataan bangunan; 
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f. Penyusunan rencana dan program pembinaan dan pengawasan 
penelitian gambar situasi bangunan dan penyelenggaraan 
dokumentasi; 
g. Pembinaan dan pemberian izin dan pelayanan umum di bidang 
mendirikan bangunan sesuai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; 
h. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional 
pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik 
daerah yang berada dalam penguasaannya; 
i. Pelaksanaan kesekretariatan dinas; 
j. Pembinaan unit pelaksana teknis. 
4.3.3. Struktur Organisasi 
Struktur organisasi bertujuan untuk menggambarkan hirarki 
tanggungjawab dan pembagian tugas dalam organisasi tersebut. Adapun 
Susunan Organisasi Dinas Tata Ruang dan Bangunan berdasarkan 
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan 
Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar terdiri dari : 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat , terdiri atas : 
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 
2. Subbagian Keuangan; 
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3. Subbagian Perlengkapan. 
c.  Bidang Tata Ruang, terdiri atas : 
1. Seksi Pemanfaatan Ruang; 
2. Seksi Rencana Mikro dan Detail; 
3. Seksi Penelitian dan Pengembangan. 
d.  Bidang Tata Bangunan, terdiri atas : 
1. Seksi Peta Situasi; 
2. Seksi Detail dan Teknik Arsitektur; 
3. Seksi Pengukuran. 
e.  Bidang Perizinan Bangunan, terdiri atas : 
1. Seksi Penelitian Administrasi; 
2. Seksi Penelitian Teknis; 
3. Seksi Penetapan Retribusi. 
f.  Bidang Pengendalian Bangunan, terdiri atas : 
1. Seksi Pengawasan; 
2. Seksi Pengusutan; 
3. Seksi Penertiban. 
g.  Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). 
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4.3.4  Kepegawaian 
Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Tata 
Ruang dan Bangunan di dukung oleh 72 personil dengan komponen menurut 
tingkat pendidikan kepegawaian, dapat dilihat pada tabel 4.9 : 
Tabel 4.7 : Tingkat Pendidikan pegawai DTRB Kota Makassar 
TINGKAT 
PENDIDIKAN 
 
LAKI-LAKI 
 
PEREMPUAN 
 
JUMLAH 
Strata Tiga (S-3) _ _ _ 
Strata Dua (S-2) 12 2 14 
Strata Satu (S-1) 26 15 41 
D-3 3 1 4 
SMU-sederajat 10 3 13 
SMP-Sederajat _ _ _ 
SD _ _ _ 
JUMLAH 51 21 72 
Sumber : Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar 
4.4 Implementasi Kebijakan Tata Ruang Tentang Kawasan 
Pendidikan Tinggi Terpadu Di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. 
Melalui Peraturan Daerah kota Makassar  Nomor 6 Tahun 2006, 
Pemerintah Kota Makassar, salah satunya, mengatur Kawasan Pendidikan 
Tinggi Terpadu. Bab I Pasal 1 nomor 37 menyatakan, Kawasan pendidikan 
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tinggi terpadu adalah KT (kawasan terpadu) yang diarahkan dan 
diperuntukkan sebagai kawasan dengan pemusatan dan pengembangan 
berbagai kegiatan pendidikan tinggi yang dilengkapi dengan kegiatan-
kegiatan penunjang yang lengkap yang saling bersinergi dalam satu sistem 
ruang yang solid. 
Gambar 4.2 : Peta Rencana Wilayah Pengembangan Dan Pengendalian 
Kawasan Khusus Kota Makassar 
sumber : peraturan daerah kota Makassar nomor 6 tahun 2006 
Berdasarkan gambar 4.2 diatas Kecamatan Tamalanrea (juga dua 
kecamatan lainnya, Kecamatan Tallo dan Kecamatan Panakukang) menjadi 
pusat pengembangan kegiatan pendidikan tinggi. Kecamatan Tamalanrea 
(selanjutnya tidak akan disertai dua kecamatan lain, karena tidak termasuk 
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lokasi penelitian) harus ada kegiatan-kegiatan yang menunjangnya untuk 
mewujudkan misi Kawasan Pendidikan Tinggi Terpadu yang terkandung di 
dalam BAB IV Pasal 11 nomor 1 huruf h., “Misi Kawasan Pendidikan Tinggi 
Terpadu adalah meningkatkan fungsi kawasan sebagai pusat Pendidikan 
Tinggi dengan standar global, image dan atmosfir akademik yang tinggi, 
membatasi kegiatan pemanfaatan ruang yang bertentangan dengan fungsi 
utama kawasan, menata kawasan kosong sekitar kawasan Sungai Tallo 
dengan model pemanfaatan ruang berbasis lingkungan yang berstandar 
global serta mendorong tumbuhnya ruang-ruang pendukung kawasan.” 
Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah 
kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk 
mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang 
ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program 
atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan 
tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan 
Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas 
atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik 
yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain: Keputusan Presiden, 
Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keptusan 
Kepala Dinas, dll.24 
                                                             
24 Riant Nugroho Dwijowijoto, 2004, Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi, Jakarta, 
PT. Elex Media Komputindo, halaman 158-160. 
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Dengan menggunakan enam faktor yang menjadi penentu berhasil atau 
tidaknya proses implementasi yang di kemukakan Erwan Agus Purwanto, 
Ph.D. dan Dyah Ratih Sulistyastuti, M.Si. di atas, penulis akan menganalisis 
bagaimana implementasi kebijakan tata ruang tentang kawasan pendidikan 
tinggi terpadu di kecamatan tamalanrea kota Makassar dengan 
menggunakan enam faktor tersebut. 
1.  Kualitas kebijakan. 
 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kota Makassar 2005-2015 tidak menyebutkan secara khusus tujuan 
Kawasan Pendidikan Tinggi Terpadu. Ketiadaan hal tersebut cukup untuk 
memberi pandangan bahwa kebijakan ini tidak mempunyai kejelasan tujuan. 
Yang ada hanya tujuan penataan ruang kota secara umum (Peraturan 
Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 
Makassar 2005-2015, Bagian Ketiga Pasal 6 Tujuan).   Perihal itu juga 
didukung oleh jawaban Kepala Seksi Bidang Fisik dan Prasarana, Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar. 
Tujuan dari kawasan pendidikan tinggi terpadu yang ada di 
kecamatan tamalanre itu semua sudah dijelaskan secara umum di 
Peraturan Daerah kota Makassar nomor 6 tahun 2006 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah kota Makassar 2005-2015.25 
                                                             
25 Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Bidang Fisik dan Prasarana Badan Perancanaan 
Pembangunan Kota Makassar, pada hari jum’at, tanggal 20 maret 2015, pukul 14.00. 
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Hanya melalui pembacaan semantik terhadap pengertian dan misi Kawasan 
Pendidikan Tinggi Terpadu yang terdapat di dalam peraturan daerah tersebut 
adalah tujuan dari penetapan kawasan tersebut, yaitu: 
· Pemusatan dan pengembangan kegiatan pendidikan tinggi; dan 
· menjadikan pusat kegiatan pendidikan tinggi yang berstandar global, 
image dan atmosfir akademik yang tinggi. 
Perencanaan tata ruang dan wilayah Kota Makassar, secara makro, 
dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) 
Kota Makassar. Setelah melalui serangkaian penelitian, diskusi, perancangan 
draft, pengusulan, musyawarah di tingkat pemerintah kota (eksekutif), 
pembahasan dan penetapan di tingkat legislatif (DPRD Kota Makassar). 
Pemerintah Kota Makassar, yang dipimpin oleh Walikota dan Wakil 
Walikota, bertindak sebagai penanggung jawab implementasi (implementor). 
Teknis implementasi itu selanjutnya dilakukan oleh dinas di bawahnya, yang 
tidak lain merupakan bagian dari pemerintah kota itu sendiri. 
“Biasanya itu yang implementasi teknisnya itu di Dinas Tata 
Ruang. Kita di sini kan merencanakan satu kota. Kita tidak 
terlalu campuri karena tugas pokok fungsinya Dinas Tata Ruang. 
Kita di sini cuma merencanakan, ini kawasan pendidikan, ini 
kawasan perdagangan, ini kawasan maritim; begituji, makanya 
keluar perda urusan implementasinya itu nanti dia (Dinas Tata 
Ruang, maksudnya) yang terjemahkanki program-program apa 
yang ditaruh di situ.”26 
 
                                                             
26 Ibid.  
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Implementasi kebijakan, seperti yang telah disebutkan sebelumnya di 
bagian ini, menuntut adanya program-program atau turunan kebijakan. Dari 
hasil penelitian dan beberapa wawancara serta observasi, penulis 
menemukan tidak adanya program maupun turunan kebijakan yang dibuat 
sebagai implementasi. 
Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar, sebagai pelaksana 
teknis yang seharusnya menerjemahkan isi Peraturan Daerah kota Makassar 
Nomor 6 Tahun 2006 Khususnya Kawasan Pendidikan Tinggi Terpadu 
kedalam sebuah program-program untuk mencapai tujuannya  hanya 
menjalankan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi). 
“Secara garis besar Dinas Tata Ruang mempunyai dua tupoksi,  
yang pertama adalah pengendalian pemanfaatan tata ruang dan 
yang kedua itu adalah perizinan bangunan. Sebenarnya satu 
kesatuanji,  kerena pengendalian itu dikendalikan melalui 
perizinan. Misalkan pemanfaatan di kawasan pemukiman, yang 
dikeluarkan itu izin pemukiman ataukah misalkan izin ruko. 
Tetapi setelah melihat perda apakah bisa didirikan ruko kita 
kasih surat izin. Jadi khusus untuk penataan kawasan, dinas 
tata ruang tidak punya wewenang di situ. Yang punya wewenang 
sepertinya sih Bappeda, karena kita di sini cuma mengendalikan 
pembangunan. Itu saja, tidak sampai melakukan penataan.”27 
 
Sementara pihak Bappeda mengatakan bahwa Dinas Tata Ruang dan 
Bangunan yang berwenang menerjemahkan isi perda ke dalam bentuk 
                                                             
27 Hasil wawancara dengan staf Bidang Penelitian dan Pengembangan, Dinas Tata Ruang dan 
Bangunan Kota Makassar, pada hari selasa, tangal 31 maret 2015, pukul 10.00. 
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program atau disebut perencanaan level mikro (menurut istilah Kepala Seksi 
Bidang Fisik dan Prasarana, Bappeda Kota Makassar). 
Hal tersebut mengindikasikan kurangnya koordinasi antarinstitusi 
pemerintahan Kota Makassar dalam mengimplementasikan Peraturan 
Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2006. Padahal jenis implementasi 
yang menggunakan struktur multi organisasi memiliki konsekuensi bahwa 
koordinasi antar unit organisasi dan aspek kerjasama antar aktor menjadi 
sangat penting. 
Selain itu, pemahaman dinas (institusi) terhadap peraturan daerah 
tersebut masih kurang—ini menyinggung faktor kelima yang dikemukakan 
oleh Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2012: 85-87).  
Kurangnya pemahaman itulah yang menyebabkan tidak adanya program 
atau kebijakan turunan yang lahir. Sehingga faktor kedua dari enam faktor 
yang telah disebutkan di atas, yaitu kecukupan input kebijakan (terutama 
anggaran), hanya bisa dianalisis dan dideskripsikan secara singkat. 
2.  Dukungan anggaran kepada kebijakan atau program untuk mencapai 
tujuan dan sasarannya.28  
Erwan dan Dyah (2012: 87), yang mengutip Wildavsky (1979), 
“besarnya anggaran yang dialokasikan terhadap suatu kebijakan atau 
program menunjukkan seberapa besar political will pemerintah terhadap 
                                                             
28 Erwan Agus Purwanto, Ph.D. dan Dyah Ratih Sulistyastuti, M.Si., Loc Cit. 
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persoalan yang akan dipecahkan oleh kebijakan tersebut.” 29 Pun ketiadaan 
program menunjukkan kurangnya komitmen (kemauan politis) pemerintah 
Kota Makassar dalam mengimplementasikan kebijakan Kawasan Pendidikan 
Tinggi Terpadu. 
3.  Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan 
(pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya).  
 “…dinas tata ruang itu mengendalikan pembangunan 
melalui mekanisme perizinan. Jadi,  dinas tata ruang itu secara 
garis besar adalah melakukan perizinan/pemberian izin. Itupun 
lagi bukan izinnya, tetapi rekomendasinya. Contoh kasus: ada 
yang bermohon, misalkan, sekolah memohon mendirikan 
bangunan di kawasan pendidikan. Dinas Tata Ruang merujuk ke 
perda,  kemudian sesuai peruntukannya, maka dikeluarkan 
perizinannya. Seperti itu bentuk pengendaliannya Dinas Tata 
Ruang. Tetapi, tata ruang juga tidak bisa membatasi. Misalkan, 
pihak swasta ada yang punya tanah di Tamalate, tata ruang juga 
tidak punya hak melarang itu. Karena persoalan perkembangan 
kota. Menjawab perkembangan kota dan kepemilikan lahan, 
tidak semua orang yang punya tanah di Tamalanrea mau bangun 
pendidikan. Begitupun di Tamalate, tidak semua mau bangun 
pemukiman.”30 
 
Prosedur pemberian izin itu sendiri diatur di dalam Bab II Tata Cara 
Pemberian Izin, Bagian Pertama, Izin Mendirikan Bangunan, Pasal 2 ayat (1) 
dan (2); Pasal 3 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5); Pasal 4 ayat (1), (2), (3), dan 
(4); Pasal 5 ayat (1) dan (2); dan Pasal 6, Peraturan Wali Kota Makassar 
                                                             
29 Ibid, halaman 86. 
30 Hasil wawancara dengan salah seorang staf Bidang Penelitian dan Pengembangan, Dinas Tata 
Ruang dan Bangunan Kota Makassar, Loc Cit. 
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Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pada Pemerintah 
Kota Makassar, secara ringkas sebagai berikut: 
1. Pengambilan formulir.  
Formulir permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diambil di 
Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar. Tentunya 
dengan memperlihatkan kelengkapan administrasi.31  
2. Pendaftaran 
Setelah mengisi formulir dan dinyatakan memenuhi syarat 
administratif, pendaftaran Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dilakukan di 
loket Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar.  
3. Pemeriksaan berkas 
Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) Kota Makassar mengkaji 
secara teknis berkas administrasi tersebut. Staf Bidang Perizinan 
DTRB memeriksa berkas permohonan. Hasil pengkajian dan 
pemeriksaan berupa persetujuan atau penolakan atas permohonan 
IMB. 
4. Pemeriksaan gambar 
Setelah berkas dinyatakan, secara admnistrasi, sudah memenuhi 
syarat, diperiksa lagi secara teknis oleh Kasie Penelitian Teknis DTRB, 
dengan melihat perencanaan gambar yang diajukan oleh pemohon; 
                                                             
31 Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pada 
Pemerintah Kota Makassar, Bab II Bagian Pertama, Pasal 2 Ayat (1). 
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kesesuaian luas lahan dan luas bangunan, sesuaikah dengan 
peruntukan lahannya. 
5. Pemeriksaan administrasi dan teknis 
Pemeriksaan administrasi dan teknis ini dilakukan langsung oleh 
Kepala Bidang Perizinan DTRB, secara administrasi maupun secara 
teknis yang diajukan. Setelah diperiksa barulah ditentukan bahwa 
permohonan tersebut dapat diproses atau tidak (ditolak). 
6. Penginputan data 
Berkas yang telah dinyatakan dan telah memenuhi syarat untuk 
diproses, diinput dan dibukukan oleh staf Bidang Perizinan DTRB dan 
dibuatkan surat penangantar ke Bidang Pengendalian Kawasan DTRB 
untuk dilakukan peninjauan lapangan dengan melampirkan foto copy 
surat tanah dan gambar yang telah disetujui. 
7. Peninjauan lapangan 
Untuk memeriksa kesesuaian luas tanah yang tercantum dalam surat 
tanah (sertifikat) dengan di lokasi dengan pengukuran. Staf Bidang 
Pengendalian Kawasan turun ke lokasi, juga melihat kesesuaian 
syarat-syarat teknis32 dari bangunan yang direncanakan dengan 
kondisi lahan atau lokasi yang ingin didirikan bangunan. 
8. Penentuan GSP atau GSB gambar 
                                                             
32 Untuk rincian syarat-syarat teknis yang dimaksud lihat Ibid, Pasal 3 ayat (1) poin a, b, dan c. 
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Hasil laporan peninjauan lapangan (LPL) tersebut dibawa ke Bidang 
Perizinan DTRB kembali untuk ditentukan Garis Sempadan Pagar 
(GSP) dan Garis Sempadan Bangunan (GSB) dari lokasi tersebut. 
9. Perhitungan dan penetapan retribusi 
Perhitungan retribusi oleh Kasie Penetapan Retribusi DTRB. 
Selanjutnya, penandatanganan pengesahan penetapan retribusi 
tersebut oleh Kepala Bidang Perizinan DTRB. 
10.  Registrasi permohonan IMB dan pembuatan rekomendasi, serta 
pembuatan SKRD dan pengantar pembayaran retribusi 
Subbagian Umum DTRB memberi nomor registrasi sekaligus 
rekomendasi dan SKRD, serta surat pengantar untuk melakukan 
pembayaran retribusi di loket KPAP (Bank Sulsel) yang telah disiapkan 
oleh pihak Kantor Pelayanan Admnistrasi Perizianan Kota Makassar. 
11. Pembayaran retribusi IMB 
12. Pengesahan rekomendasi dan gambar 
Setelah melakukan pembayaran retribusi di Bank Sulsel (Loket III 
KPAP), pemohon kembali ke DTRB, menyetor salah satu arsip bukti 
pembayaran Bagian Perizinan DTRB. bukti pembayaran itu 
dilampirkan ke dalam berkas permohonan, diajukan ke Kepala Bidang 
Perizinan DTRB untuk ditandatangani gambarnya, Kepala Dinas Tata 
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Ruang dan Bangunan Kota Makassar mengesahkan rekomendasi dan 
gambar. 
13. Penginputan data 
Penginputan data dilakukan oleh staf Subbagian Umum DTRB. 
14. Penerbitan IMB 
DTRB mengeluarkan rekomendasi penerbitan permohonan Izin 
Mendirikan Bangunan (IMB). KPAP (Kantor Pelayanan Administrasi 
Perizinan) Kota Makassar menerbitkan IMB 
Empat belas tahap diatas menjadi alur bagi Dinas Tata Ruang Dan 
Bangunan kota Makassar untuk melakukan pengawasan dan pengendalian 
pemanfaatan ruang, termasuk dikawasan pendidikan tinggi terpadu di 
Kecamatan Tamalanrea. 
Tumbuhnya sejumlah tempat hiburan untuk kelas menengah ke atas di 
Kecamatan Tamalanrea, seperti yang penulis telah sebutkan di Bab I, bagian 
latar belakang penelitian ini,di sebabkan oleh: 1) tidak adanya program dan 
kurangnya pemahaman antarinstitusi, serta koordinasi untuk pelaksanaan 
perda nomor 6 tahun 2006 (hal itu telah dijelaskan sebelumnya); dan 2) 
Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Kota Makassar lepas pengawasan 
terhadap fungsi bangunan yang dikeluarkan izinnya, terkhusus tempat-
tempat hiburan seperti rumah bernyanyi. Hal itu telah diakui oleh dinas tata 
ruang dan bangunan itu sendiri. 
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“… tata ruang juga tidak bisa membatasi misalkan pihak swasta 
ada yang punya tanah di tamalate tata ruang juga tidak punya 
hak melarang itu karena persoalan perkembangan kota, 
menjawab perkembangan kota dan kepemilikan lahan, tidak 
semua orang yang punya tanah di tamalanrea mau bangun 
pendidikan begitupun di tamalate tidak semua mau bangun 
pemukiman …” 33 
 
Dengan memperhatikan Peraturan Walikota nomor 14 tahun 2005 
pengawasan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar hanya 
terhadap fisik bangunan yang hendak didirikan. Izin pengelolaan bangunan 
adalah wewenang dinas (institusi) yang lain. Secara umum instrumen yang 
ditetapkan dalam perwali nomor 14 tahun 2005 telah diterapkan oleh Dinas 
Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar. 
Tetapi dalam prosesnya, output dan outcome, mengindikasikan 
ketidaktegasan pemerintah kota sebagai penentu kebijakan tentang penataan 
ruang, bertindak mengeluarkan izin usaha dan izin penggunaan ruang dalam 
suatu wilayah yang telah memiliki penetapan fungsi ruangnya. Semestinya 
pemerintah lebih mengetahui segalanya, prioritas pemberian izin, 
penyesuaian fungsi-fungsi lahan sesuai dengan peruntukannya seperti yang  
diatur dalam peraturan daerah mengenai tata ruang. 
Ketidaktegasan pemerintah itu tercermin dari ketidakmampuannya 
mengendalikan arus kapitalisme (swasta pemilik tempat hiburan). Malah itu 
dianggap sebagai satu resiko perkembangan kota. Padahal pemerintah kota 
                                                             
33 Op. Cit, wawancara dengan  staf bidang penelitian dan pengembangan, dinas tata ruang dan 
bangunan kota Makassar, pada hari selasa, tanggal 31 maret 2015, pukul 10.00. 
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punyak kuasa dan wewenang untuk mengatur dan mengendalikan segala 
bidang kehidupan sosial warga. “…Kalau rumah bernyanyi itu janganki 
salahkanki pemerintah karena itu bagian dari kapitalisme…” (hasil 
wawancara dengan staff bidang penelitian dan pengembangan, DTRB kota 
Makassar. Muhammad Akbal Amir ST., tanggal 31 Maret 2015, pukul 10.00). 
Gambar 4.3: Skema Alur Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 
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4. Kapasitas implementor. 
Struktur organisasi merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja 
dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya 
kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda 
diintegrasikan atau dikoordinasikan. Selain itu struktur organisasi juga 
menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian 
laporan (Edward III, 1980;125). Struktur organisasi yang terlalu panjang akan 
cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni 
prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas 
organisasi tidak fleksibel. Aspek dari stuktur organisasi adalah Standard 
Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. 
Sumber daya manusia, dimana meskipun isi kebijakan telah 
dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor 
kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak 
akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya 
manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya financial. 
Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan 
agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Dimana yang 
menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok 
sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. 
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Unit-unit kerja yang berperan dalam mengimplementasikan peraturan 
daerah nomor 6 tahun 2006 telah menjalankan tugas dan fungsinya masing-
masing; BAPPEDA dengan perencanaan makro, Dinas Tata Ruang dan 
Bangunan yang bertugas mengerjakan urusan pemberian rekomendasi dan 
izin pemanfaatan ruang secara fisik (mendirikan bangunan), dan institusi 
terkait (misalnya, KOPERINDAG dalam mengeluarkan surat izin). 
Dari persoalan yang telah penulis kemukakan pada bagian latar 
belakang penelitian ini, dan melanjutkan yang telah dibahas di atas, yaitu 
tumbuhnya pusat perdagangan modern (Makassar Town Square) dan tempat 
hiburan (rumah bernyanyi), menunjukkan lemahnya kapasitas implementor 
dalam hal koordinasi dan pengawasan.  Berikut petikan hasil wawancara 
dengan staf DTRB kota Makassar yang menggambarkan lemahnya 
koordinasi dan pengawasan yang dimaksud: 
“…dinas tata ruang itu kasih keluar izin misalnya kayak 
ditamalarea itu, itu semua izinnya ruko jadi kalau untuk izin 
pengelolaannya itu ke pariwisata lagi jadi kita sebatas fungsi 
bangunanannyaji. 
Rukoji bukan berbentuk rumah bernyanyi, liat mki juga rencana 
peruntukan lahan pasti kita tidak bisa kasi keluar rumah 
bernyanyi karena tidak ada di perda yang kita kasi keluar itu 
cuma fungsinya ji, misalnya fungsi dagang…”34 
                                                             
34 Ibid 
82 
 
 
 
Hal itu memunculkan ketidaktepatan antara fakta dengan misi 
kawasan pendidikan tinggi terpadu yang ada di dalam peraturan daerah 
nomor 6 tahun 2006. Semua orang tahu, rumah bernyanyi tidak mendukung 
apapun dalam pendidikan. Sebab, bisnis itu (rumah bernyanyi) hanya 
menawarkan rekreasi semata dan menampakkan aktivitas material, bukan 
akademis. 
5.  Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran. 
Kelompok sasaran bukanlah objek kebijakan, melainkan pihak yang 
juga berperan aktif dalam menentukan keberhasilan implementasi. Dalam hal 
kebijakan kawasan pendidikan tinggi terpadu, warga kota Makassar sudah 
tentu menjadi sasaran kebijakan tersebut. Hal ini juga sangat berkaitan 
dengan faktor pertama yang telah penulis jelaskan mengenai kualitas 
kebijakan itu sendiri dalam hal kejelasan tujuan dari kebijakan tersebut, tanpa 
adanya tujuan yang jelas akan sulit memberikan pemahaman baik 
menyangkut tujuan, keuntungan, maupun mekanisme implementasi 
kebijakan kepada masyarakat, yang tentunya akan berdampak pada 
kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pemberian dukungan terutama 
dalam melakukan kontrol. 
Berkaitan dengan hal tersebut, Stich dan Eagle (2005) 
mengungkapkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses 
implementasi. Menurutnya keterlibatan masyarakat seharusnya lebih dari 
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sekedar adanya kebutuhan atau tuntutan demokrasi. Keterlibatan masyarakat 
memiliki makna yang lebih tinggi, yaitu sebagai media pembelajaran bersama 
antara pemerintah dan masyarakat 
Untuk menilai dukungan kelompok sasaran tersebut kita terlebih 
dahulu membedakannya kedalam dua kategori: masyarakat sebagai 
konsumen dan masyarakat sebagai pemilik modal (pemilik dan pengelola 
bisnis tempat hiburan).  Penggolongan ini berangkat dari logika 
pengembangan kota yang diterapkan oleh pemerintah kota Makassar, yaitu 
ekonomi; perniagaan. 
Aktifitas “masyarakat sebagai pemilik modal” tidak menunjukan 
dukungan terhadap penerapan kawasan pendidikan tinggi terpadu di wilayah 
kecamatan tamalanrea. Mengikuti logika kapitalisme, para pemilik modal 
(kapitalis) akan selalu mencari ruang (spasial) untuk mengakumulasi modal 
terus menerus. Hal itulah yang mendorong berdirinya Makassar Town Square 
dan sejumlah rumah bernyanyi yang ada di kecamatan tamalanrea. Dalam 
kasus itupemerintah kota Makassar tidak mampu mengendalikannya. 
Di sisi “masyarakat sebagai konsumen” mempunyai hak untuk 
berperan dalam pengendalian pemanfaatan ruang yang telah diakui dalam 
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006, Bab XIII hak, kewajiban dan peran 
serta masyarakat. Di bagian lain dari hasil observasi selama penelitian 
penulis menemukan aktifitas warga kota, atas inisiatif pribadi, menunjukkan 
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dukungan terhadap penerapan kawasan pendidikan tinggi terpadu di 
kecamatan tamalanrea. Aktifitas itu ialah berdirinya toko buku dan 
perpustakaan umum, yaitu: 1) toko buku al farabi yang berada di jalan masuk 
masuk perumahan dosen unhas tamalanre; 2) toko buku papyrus di depan 
kantor dinas pendidikan perintis; 3) toko buku Aesculapius berada di depan 
UIM; 4) kedai buku jenny di perumahan graha kampus; dan 5) perpustakaan 
kata kerja di wesabbe. 
6. Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi dan politik. 
Pembuat kebijakan tidak cukup waktu dan pengetahuan memahami, 
mengetahui, dan mempelajari bagian-bagian tertentu dari lingkungan atau 
konteks yang terjadi. Lingkungan membatasi ruang gerak sekaligus 
memberikan instruksi apa yang pembuat kebijakan dapat lakukan dengan 
efektif. Lingkungan, dalam pengertian luas adalah mencakupi faktor geografis 
seperti iklim, alam, sumber daya, dan topografi; faktor kependudukan seperti 
ukuran populasi, persebaran berdasarkan usia, dan lokasi pemukiman; faktor 
budaya politik; faktor struktur sosial atau system sosial; dan system ekonomi. 
Terdapat 12 perguruan tinggi di wilayah kecamatan tamalanrea, yang 
salah satunya merupakan terbesar di Indonesia timur, yaitu Universitas 
Hasanuddin. Keberadaan unhas adalah salah satu alasan kecamatan 
Selanjutnya mengenai lingkungan sosial-ekonomi, adalah benar menyatakan 
bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat akan menentukan batas 
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pada apa yang pemerintah dapat lakukan dalam penyediaan barang dan jasa 
bagi masyarakatnya).  
Menyinggung kembali mengenai masyarakat pemilik modal yang 
kurang mendukung kebijakan tersebut dengan tidak memperhatikan fungsi 
dan tujuan wilayah dimana mereka (pemilik modal) mendirikan usahanya 
(tempat hiburan). Inilah kondisi sosial-ekonomi yang terjadi, sehingga jelas 
hal tersebut sangat mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan 
terutama kerena pemerintah pun tidak dapat mengendalikannya dengan 
berdalih bahwa hal tersebut merupakan bagian dari kapitalisme. 
Kemudian mengenai lingkungan politk, dalam hal ini budaya politk 
yang terjadi di lingkungan tersebut. “Setiap masyarakat mempunyai budaya 
yang membedakan nilai dan gaya hidup anggotanya dengan masyarakat 
lainnya. Bagian budaya yang umum dari masyarakat yang dapat diwujudkan 
sebagai budaya politik dengan menunjukan nilai, kepercayaan, dan sikap 
perhatian terhadap apa yang pemerintah harus lakukan dan bagaimana 
pemerintah harus mengoperasikan, serta hubungan antara masyarakat dan 
pemerintah.  
Budaya politik berkembang dari satu generasi ke generasi lainnya 
melalui proses sosialisasi yang mana seseorang, lewat pengalaman yang 
banyak dari orang tua, teman, guru, pemimpin politik, dan lainnya, 
mempelajari nilai-nilai politik yang relevan, kepercayaan dan sikap hidup. 
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Budaya politk, kemudian didapatkan seseorang menjadi bagian pembentuk 
mentalnya, dan terwujud dalam perilakunya.” 
Berdasarkan penjelasan tersebut, budaya politk masyarakat dalam 
lingkungan dimana kebijakan ingin dilaksaanakan, seperti yang telah 
dijelaskan pula pada faktor kelima mengenai karakteristik dan dukungan 
kelompok sasaran, memperlihatkan bahwa masyarakat masih belum 
sepenuhnya mendukung kebijakan tersebut, terutama pada masyarakat 
pemilik modal, hanya segelintir masyarakat yang memberikan kontrol 
terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut sehingga implementasinya pun 
tidak maksimal. 
Tamalanrea dijadikan kawasan pendidikan tinggi terpadu (menurut 
kasie fisik dan prasarana BAPPEDA kota Makassar)35. Kondisi tersebut 
seharusnya menjadi potensi yang sangat besar untuk mewujudkan “...pusat 
pendidikan tinggi dengan stadar global, image yang baik dan atmosfir 
akademik yang tinggi…”36 tetapi tidak memanfaatkan peluang itu, malah 
member keluasan tumbuhnya ruang-ruang yang tidak mendukung kawasan 
pendidikan terpadu..  
4.5 Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan 
kawasan pendidikan tinggi terpadu di kecamatan tamalanrea. 
                                                             
35 Op Cit,  hasil wawancara dengan kasie fisik dan prasarana BAPPEDA kota Makassar  
36 Peraturan daerah kota makassar nomor 6 tahun 2006 pasal 11nomor 1huruf H 
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Rencana tata ruang wilayah merupakan perumusan kebijakan pokok 
dalam memanfaatkan ruang dalam suatu wilayah yang mewujudkan 
keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antara wilayah 
serta keserasian antara sektor dalam mengeksiskan pentingnya rencana tata 
ruang wilayah. Kebijakan rencana tata ruang wilayah kota Makassar tertuang 
di dalam Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2006 tentang rencana tata ruang 
wilayah kota Makassar tahun 2005-2015. Di dalam Peraturan Daerah 
tersebut ada 13 kawasan pengembangan terpadu, salah satunya kawasan 
pendidikan tinggi terpadu.37 salah satu wilayah kawasan pendidikan tinggi 
terpadu ialah Kecamatan Tamalanrea.38 
Tetapi di dalam proses implementasinya, tidak berjalan sesuai dengan 
misi yang ingin diwujudkan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal 
tersebut dan sangat mempengaruhi penerapan kecamatan tamalanrea 
sebagai kawasan pendidikan tinggi terpadu. 
 
4.5.1 Faktor-faktor pendukung 
1. Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2006 tentang rencana tata ruang 
wilayah kota Makassar 2005-2015 
Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 
kota Makassar untuk tahun 2005-2025 di tetapkan visi “Makassar sebagai 
                                                             
37 Op Cit, Peraturan Daerah kota Makassar nomor 6 tahun 2006 pasal 9. 
38 Ibid 
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Kota Maritim, Niaga, Pendidikan, Budaya dan Jasa yang berorientasi Global, 
Berwawasan Lingkungan dan Paling Bersahabat”. Salah satu kebijakan yang 
dibuat oleh pemerintah kota untuk mencapai visi tersebut ialah penataan 
ruang kota. Rencana Tata Ruang Wilayah kota Makassar disusun dalam 
Praturan Daerah nomor 6 tahun 2006. Peraturan itu menjadi landasan hukum 
(legal formal) pemanfaatan dan penggunaan setiap ruang yang termasuk 
wilayah kota Makassar. 
Tujuan dari Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2006 tersebut 
adalah:39 
1) Terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera, 
berbudaya, dan berkeadilan; 
2) Terselanggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang 
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup sesuai 
dengan kemampuan daya dukung dan daya tamping 
lingkungan hidup, kemampuan masyarakat dan 
pemerintah,serta kebijakan pembangunan nasional dan derah; 
3) Terwujudnya keterpaduan dalam pengunaan sumber daya alam 
dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sebesar-
besarnya sumbr daya manusia; 
4) Terselanggaranya pengaturan pemanfaatan ruang pada 
kawasan lindung dan kawasan budidaya. 
                                                             
39 Lot Cit, Praturan Daerah kota Makassar nomor 6 tahun 2006 pasal 6. 
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Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2006 itu tidak lain merupakan 
instrumen utama menerapkan kawasan pendidikan tinggi terpadu di wilayah 
kecamatan tamalanrea sebagai bagian yang integral dalam ruang kota 
Makassar. 
2. Peraturan Wali kota Makassar nomor 14 tahun 2005 tentang Tata 
Cara Pemberian Izin Pada Pemerintah kota Makassar. 
Dilihat dari tahunnya Peraturan Wali kota Makassar nomor 14 tahun 
2005 lebih dulu terbit dari pada Peratuan Daerah nomor 6 tahun 2006, meski 
begitu Peratura Wali Kota tersebut dapat mendukung proses implementasi 
Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2006 secara umum.  
BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) kota 
Makassar merancang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota Makassar 
di level makro. Sementara  program dan teknisnya diserahkan kepada Dinas 
Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) kota Makassar. Dalam hal implementasi 
Peraturan Daerah Kota Makassar, selain membuat dan menjalankan 
program, DTRB mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mengawasi dan 
mengendalikan pemanfaatan ruang melalui mekanisme perizinan mendirikan 
bangunan. Tugas pokok dan fungsi itu diatur dalam Peraturan Wali Kota 
Makassar nomor 14 tahun 2005. Dari penjelasan di atas, tampak adanya 
hubungan antara Peraturan Wali Kota nomor 14 tahun 2005 dengan 
Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2006. 
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3. Zonasi. 
Didalam peraturan daerah nomor 6 tahun 2006 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah kota Makassar tahun 2005-2015 telah membagi wilayah kota 
Makassar kedalam beberapa kawasan. Kawasan pendidikan tinggi terpadu 
meliputi wilayah kecamatan panakukang, kecamatan tallo, dan kecamatan 
tamalanrea. Luas Wilayah Kecamatan Tamalanrea yaitu 31,86 km2. 
Zonasi ini cukup jelas tergambarkan, sehingga memberikan batasan 
dalm menerapkan kawasan pendidikan tinggi terpadu, sebagai control 
pemnfaatan ruang di setiap kawasan yang telah ditetapkan dalam Peraturan 
Daerah nomor 6 tahun 2006. 
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Gambar 4.4 : Peta Kawasan Terpadu kota Makassar.
sumber : Buku Peraturan Daerah kota Makassar nomor 6 tahun 2006 
4.5.2 Faktor penghambat 
1. Tidak adanya program. 
Proses implementasi kebijakan dapat dimulai apabila tujuan-tujuan 
kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana 
telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Dalam  
menjadikan kecamatan tamalanrea sebagai kawasan pendidikan tinggi 
terpadu, pemerintah kota Makassar telah mengeluarkan kebijakan yaitu 
Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
kota Makassar 2005-2015 dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tetapi dalam 
prosesnya, tidak adanya program khusus yang di rancang agar tujuan 
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tersebut dapat tercapai menjadi kendala utama dalam pengimplementasian 
Peraturan Daerah tersebut. 
Pemerintah kota Makassar dalam hal ini Dinas Tata Ruang yang 
harusnya menerjemahkan isi Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2006  
kedalam sebuah program-program yang akan dilaksanakan untuk 
pencapaian tujuan tidak melakukan hal tersebut. Dinas Tata Ruang hanya 
menjadikan aturan tersebut sebagai acuan dalam mengendalikan perizinan 
pembangunan. 
Ketiadaan program itulah merupakan masalah utama yang 
memunculkan beberapa masalah dan akibat lainnya. Dalam Bab ini hal itu 
telah penulis paparkan sebelumnya dibagian analisis enam faktor yang 
menetntukan berhasil atau tidaknya suatu implementasi kebijakan. 
2. Pemahaman implementor. 
Poin ini adalah turunan masalah yang pertama muncul karena 
ketiadaan program. Implementor, yaitu dinas tata ruang dan bangunan kota 
Makassar hanya menjalankan tugas yang berupa pemberian dan 
pengawasan rekomendasi beserta izin pendirian bangunan (pemanfaatan 
ruang secara fisik). Sementara untuk pengelolaan bangunan diserahkan 
kepada dinas yang lain. 
Aktivitas implementor seperti itu, “mendukung” tumbuhnya tempat 
hiburan kelas menengah keatas (rumah bernyanyi/tempat karoke) di wilayah 
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kecamatan tamalanrea . hal tersebut telah diakui dalam wawancara dengan 
salah satu staff bidang penelitian dan pengembangan DTRB kota Makassar 
(lihat lampiran hasil wawancara di hal…) juga secara spesifik menyatakan 
DTRB tidak melakukan fungsi penataan. 
Lalu, siapa yang menjalankan fungsi penataan? Sementara, bagian 
fisik dan prasarana BAPPEDA kota Makassar menyatakan bahwa DTRB 
adalah institusi yang seharusnya membuat program dalam rangka 
implementasi kawasan pendidikan tinggi terpadu? dari situlah terlihat 
kurangnya kapasitas implementor, yang setelah diteliti tampak lagi satu 
masalah yaitu soal komunikasi dan koordinasi antar institusi. 
3. Koordinasi antar institusi. 
Sebagai realitas dari kebijakan perlu hubungan yang baik antar 
instansi yang terkait, yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi. Masalah ini 
telah disinggung didalam poin dua diatas tentang ketiadaan program dari 
DTRB, salah satu yang vital disebabkan oleh kurangnya komunikasi dan 
koordinasi antar institusi—secara hirarkis—yaitu BAPPEDA kepada Dinas-
dinas dibawahnya yang terkait kebijakan tata ruang dan wilayah, salah 
satunya DTRB kota Makassar.  
4. Kurangnya pengawasan. 
Dalam hal pemberian rekomendasi  izin mendidirikan bangunan (IMB), 
DTRB memang melakukan pengkajian (turun ke lapangan) terhadap fisik, 
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dalam hal ini luas lahan, yang tercantum dalam berkas permohonan dengan 
kenyataannya. Soal fungsi dan pengelolaan bangunan selanjutnya menjadi 
urusan dinas yang lain. 
Proses yang terjadi antara terbitnya IMB dan difungsikannya bangunan 
yang telah didirikan memberi ruang lengahnyanya pengawasan. Sebagai 
bukti, dari hasil wawancara, staff bidang penelitian, satu kasus bahwa 
awalnya  izin sebuah bangunan adalah ruko tetapi setelah itu nyatanya 
menjadi tempat bernyanyi. Lebih lanjut, menurut staf bidang penilitian, bahwa 
izin pengelolaan adalah urusan dinas lain. Berdirinya sejumlah tempat 
hiburan, ditambah hasil wawancara, menjadi bukti lemahnya pengawasan 
terhadap pemanfaatan ruang di kawasan pendidikan tinggi terpadu. 
5. Ketidakmampuan pemerintah mengontrol pihak swasta 
tidak bisa dipungkiri lagi, bahkan sangat tampak, bahwa orientasi 
pembangunan termasuk penataan ruang wilayah  kota Makassar adalah 
perniagaan (perdagangan, barang maupun jasa). Pertama hal itu tercermin 
didalam visi pemerintah kota Makassar. Sementara bidang pendidikan adalah 
prioritas ketiga. 
Tesis rimba arif, mahasiswa program pascasarjana UGM, 
Kecenderungan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Pendidikan Tinggi Terpadu 
kota Makassar, menyimpulkan “Pemanfaatan ruang fungsi perdagangan di 
kawasan pendidikan tinggi terpadu Kota Makassar mengalami 
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perkembangan yang cukup pesat dan signifikan selama kurun waktu tahun 
2005 hingga tahun 2013.”40 Hal tersebut memperkuat argumen penulis 
bahwa kawasan pendidikan tinggi terpadu hampir tidak bisa diterapkan di 
wilayah kecamatan tamalanrea. 
Argumen itu didukung oleh realitas, menurut hasil wawancara dengan 
salah satu staff bidang penelitian dan pengembangan DTRB, 
ketidakmampuan pemerintah mengendalikan pihak swasta dalam hal ini 
pengelolah rumah bernyanyi dan pusat perdagangan. 
laju globalisasi ekonomi pasca orde baru menjadi ruang yang ingin 
diadaptasi dengan cepat oleh pemerintah kota Makassar. Karakter 
pengakumulasian modal para kapitalis disetiap ruang yang berpotensi inilah 
yang menyebar di kawasan pendidikan tinggi terpadu khususnya kecamatan 
tamalanrea. Masalah kepemilikan lahan oleh swasta itu tidak mampu 
dikendalikan pemerintah. Padahal, sebagai pemegang otoritas pengelolaan, 
pemerintah kota Makassar punya kendali atas kawasan pendidikan tinggi 
yang telah direncanakan didalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006.  
4.5.3 Faktor-faktor lain 
Ada dua hal menjadi modal yang seharusnya bisa dimanfaatkan 
pemerintah kota Makassar untuk betul-betul mewujudkan kawasan 
pendidikan tinggi terpadu di wilayah kecamatan tamalanrea. Pertama, 
                                                             
40 Rimba Arif, Kecenderungan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Pendidikan Tinggi Terpadu kota 
Makassar, 2013, hal 143 (file pdf. Diunduh pada 26 januari 2015, pukul 12:11.) 
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keberadaan sejumlah perguruan tinggi. Kedua, adanya inisiatif beberapa 
warga kota mendirikan perpustakaan dan toko buku. 
Perguruan tinggi tersebut berjumlah 12. Salah satu di antaranya 
adalah Universitas Hasanuddin (UNHAS), yang merupakan perguruan tinggi 
terbesar di kawasan Indonesia timur. Pemerintah kota Makassar dapat 
memanfaatkan modal ini untuk mendirikan tempat-tempat yang bisa 
digunakan beragam kegiatan yang sifatnya akademis, misalnya taman baca 
masyarakat yang bebas akses oleh siapa saja. Taman baca itu bisa 
dimanfaatkan oleh mahasiswa yang berada di wilayah tamalanrea. Sehingga 
nantinya menjadi pemantik bagi masyarakat lain di sekitar perguruan tinggi, 
dan kecamatan tamalanrea secara umum. 
Modal kedua adanya inisiatif sejumlah warga untuk mendirikan 
perpustakaan dan toko buku di kecamatan tamalanrea. Hal itu telah penulis 
jelaskan sebelumnya. Pemerintah kota Makassar dapat memanfaatkan 
modal ini dengan cara bekerja sama dengan perpustakaan tersebut. 
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BAB V 
PENUTUP 
5.1  Kesimpulan 
Implementasi kawasan pendidikan tinggi terpadu di wilayah 
kecamatan tamalanrea mempunyai masalah yang sangat krusial dan 
mendasar, yaitu tidak adanya program yang dibuat untuk mencapai tujuan 
kebjikan tata ruang dan wilayah kota Makassar. Masalah itu di satu sisi 
memunculkan masalah lain yang tidak tampak sebelumnya. Di sisi lain 
ketiadaan program itu mengakibatkan masalah lain. Sehingga implementasi 
kebijakan tersebut tidak mampu mencapai tujuannya. 
Masalah yang muncul tersebut adalah: 1) kurangya kapasitas 
implementor; 2) lemahnya koordinasi antar institusi. Sedangkan akibat dari 
ketiadaan program yaitu: 1) kurangnya pengawasan terhadap proses 
penerapan peraturan daerah nomor 6 tahun 2006, khusunya kawasan 
pendidikan tinggi terpadu; 2) ketidakmampuan pemerintah mengendalikan 
pihak swasta. Ketiadaan program ditambah empat poin di atas merupakan 
faktor-faktor yang menyebabkan tidak berjalannya implementasi kawasan 
pendidikan tinggi terpadu di kota Makassar. 
Sementara itu, keinginan pemerintah kota Makassar untuk 
mewujudkan penataan ruang wilayah yang adil telah dirancang, secara 
makro, melalui Peraturan Daerah kota Makassar nomor 6 tahun 2006 tentang 
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Rencana Tata Ruang dan Wilayah kota Makassar 2005-2015. Perda itu 
didukung oleh Peraturan Wali Kota Makssar nomor 14 tahun 2005 tentang 
Tata Cara Pemberian Izin Pada Pemerintah kota Makassar dan hasil Zonasi 
yang tergambarkan jelas didalam Peraturan Daerah tersebut. Namun 
sayangnya, penulis tegaskan sekali lagi, ketiadaan program mengakibatkan 
ketiga faktor tersebut tidak dimaksimalkan dalam hal pemanfaatannya. 
Adapun dua faktor lain yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh 
pemerintah kota Makassar untuk menerapkan kawasan pendidikan tinggi 
terpadu. kedua faktor tersebut adalah; 1) Keberadaan 12 perguruan tinggi di 
wilayah kecamatan tamalanrea; dan 2) inisiatif beberapa warga kota 
mendirikan perpustakaan dan toko buku. 
5.2  Saran 
Dari hasil penelitian ini penulis telah menyimpulkan bagaimana 
implementasi kawasan pendidikan tinggi terpadu di kecamatan tamalanrea 
dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. 
Penulis juga menemukan beberapa masalah, dan telah dijelaskan dalam 
skripsi ini. Berikut adalah saran penulis yang diharapkan dapat bermanfaat 
terhadap implementasi kebijakan serupa yang akan datang. 
1. Pemerintah kota Makassar perlu secara kongkrit merumuskan 
orientasi pembangunan kota yang hendak disinergikan ke dalam 
kebijakan tata ruang dan wilayah. Hal kongkrit yang penulis maksud 
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adalah kejelasan tujuan, kewajiban akan adanya program, kejelasan 
tugas setiap institusi dalam mengimplementasikan kebijakan penataan 
ruang terkhusus kawasan pedidikan tinggi terpadu yang ada dalam 
penelitian ini, dan mekanisme pengawasan serta pemberian sanksi. 
2. Kebijakan yang kongkrit harus diikuti dengan kejelasan, ketegasan, 
dan kepastian implementor (institusi yang menjalankan kebijakan). hal 
tersebut dalam rangka mewujudkan koordinasi yang baik, secara 
instens, dan berpegang teguh kepada orientasi kebijakan. 
3. Butuh peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya 
implementor. Mungkin bisa diwujudkan dengan pembentukan institusi 
baru atau pelatihan bagi aparatur secara berkala (periodik). 
4. Pemerintah kota, bersama organisasi masyarakat, melakukan usaha 
untuk mendorong warga agar aktif berperan serta didalam setiap 
proses politik dan pemerintahan terhadap suatu kebijakan. Termasuk 
pengkajian, perencanaan, pembuatan, pengimplementasian, 
pengawasan, dan evaluasi kebijakan dalam rangka demokratisasi. 
5. Butuh pengkajian lebih mendalam terhadap setiap fungsi kawasan. 
Terkhusus kawasan pendidikan tinggi terpadu, pemerintah kota perlu 
lebih memperhatikan dalam hal peningkatan aktivitas akademis dan 
kualitas kaum intelektual. 
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